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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Administrasi pada dasarnya merupakan segala bentuk proses 

pengorganisasian secara sistematis pada berbagai tingkatan jenis dan 

kegiatan dalam proses organisasi publik (Ahmad Mustanir, 

Muhammad Rais Rahmat Razak, Edoardus Koisin, 2022, hal. 1) Salah 

satunya memuat tentang pelayanan publik (Setiawan et al., 2022, hal. 

28) merupakan sebuah serangkaian kegiatan dalam rangka untuk 

memenuhi berbagai pelayanan dan kebutuhan kepada seluruh 

masyarakat, maupun sebuah penguasaan berbagai jasa (barang 

/jasa/administrasi) yang ditawar oleh penyedia dengan efisien juga 

efektif (Rahayu et al., 2022, hal. 3; Setiawan et al., 2022, hal. 28). 

Kinerja pemerintah dalam birokrasi pun tolak ukur kinerja dan 

pelaksanaan tugasnya, melalui pelayanan publik dimulai dari pejabat 

publik, unsur masyakarat sipil, hingga swasta yang memiliki 

kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik (R. C. Dewi 

& Suparno, 2022, hal. 80) dibalik tuntutan peningkatan kinerja oleh 

publik yang terus meningkat (Fikri et al., 2021, hal. 4173) tanpa 

mempertimbangkan kedudukan baik pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, hingga pemerintah daerah (Idwar, 2020) yang telah menjadi 

tanggung jawabnya (Tua & Sihaloho, 2022). Dalam pelayanan publik 
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perlu dilakukan inovasi sebagai suatu proses atau hasil 

pengembangan dan pemanfaatan suatu sumber daya yang telah 

digunakan bertujuan meningkatkan nilai efisiensi dan efektivitas guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat (Idwar, 2020, hal. 104). Salah satu 

hal yang perlu ditinjau dalam pelayanan publik yaitu pelayanan 

perizinan sebagai layanan yang paling banyak memiliki keluhan oleh 

masyarakat sehingga merupakan kewajiban pemerintah dan 

masyarakat untuk memfasilitasi semua pemenuhan pelayanan publik 

tersebut (Tando et al., 2020, hal. 145) 

Kegagalan sektor formal ditengah zaman industrialisasi, maka 

meninjau ulang kembali sistem perizinan perlu dilakukan pemerintah, 

dimana potensi konflik yang terjadi antara pemerintah dengan 

masyarakat yang berdampak pada usaha masyarakat sehingga perlu 

tinjauan agar lebih terjangkau pada aspek biaya, kemudahan proses, 

dan mekanismenya dapat mengetahui jumlah pasti pada sektor 

informal dan kemudahan dalam pengembangan sisi permodalan 

(Nurcahyo, 2020, hal. 141; Prianto & Sulhan, 2020, hal. 67)  

Dalam proses kepengurusan perizinan, masyarakat akan melalui 

beberapa tahapan dari instansi-instansi yang terkait sehingga durasi 

kepengurusan perizinan baik pada aspek waktu hingga biaya yang 

dikeluarkan (Kurniawan, 2015, hal. 3). Dengan kemudahan perizinan 

bagi masyarakat, maka secara teoretik, ketersediaan akses ini dapat 

mempercepat prosedur perizinan birokratis yang cenderung bersifat 
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formalitas. Terlebih lagi, sumber daya yang dibutuhkan bisa saja 

berupa finanssial, teknis, dan manusia, yang mana kerap dibutuhkan 

secara mendadak dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, prosedur ini 

bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan kepentingan bagi tugas-

tugas stakeholder (Tua & Sihaloho, 2022, hal. 165). 

Hal ini dikuatkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan terhadap topik penelitian ini dilakukan oleh (Afriyani et al., 

2022) tentang pelayanan perizinan bahwa layanan inovasi perizinan 

belum optimal dimana sistem terintegrasi yang dilakukan masih dalam 

tahap pengembangan sehingga perlunya tinjauan agar mendapat 

kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. 

Dalam inovasi pelayanan publik ini tentunya perlu dilakukan sebuah 

Kerjasama dengan tingkat lebih tinggi yaitu sebuah kolaborasi atau 

tata kelola kolaboratif (Wijayanti & Kasim, 2022, hal. 295) yang juga 

merupakan suatu kebaruan dalam kajian administrasi publik untuk 

memberikan layanan yang lebih efisien dan hemat biaya, serta 

berbagi informasi dan pengetahuan yang lebih baik dengan pemangku 

kepentingan (Gupta et al., 2017, hal. 203; Wahananing & Prasojo, 

2020, hal. 6).  Collaborative Governance merupakan pengaturan yang 

mengatur di mana satu atau lebih badan publik secara langsung 

melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses 

pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, 

dan musyawarah dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan 
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kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & 

Gash, 2008, hal. 544).  

Proses tata kelola kolaborasi yaitu dialog tatap muka terlaksana 

secara dukungan baik formal maupun informal untuk membangun 

tingkat kepercayaan masyarakat atas pemerintah, diantaranya upaya 

tata kelola kolaboratif diharapkan mampu mempercepat pelayanan 

perizinan pada setiap PTSP kelurahan, dimana menjadi lokasi yang 

terjangkau oleh masyarakat (Utami et al., 2022, hal. 3692). 

Penelitian lainnya tentang studi Collaborative Governance ditinjau 

dari sisi pengembangan kewirausahaan yang menjadi salah satu 

pelayanan perizinan yaitu kolaborasi dilaksanakan oleh beberapa 

faktor terkait dan pihak swasta dimana kurang adanya koordinasi dan 

dan rapat monev sehingga monitoring dan evaluasi bersama serta 

edukasi kepada masyarakat untuk merubah paradigma dalam 

pemberdayaan ekonomi (Susantyo et al., 2022, hal. 226) 

. Hal ini sejalan dengan proses Collaborative Governance, 

pelaksanaan inovasi publik BANTUKA’ BOSS (Bersama AgeN 

perizinan membanTU pelaKu usahA Bisa OSs) di Kabupaten Barru ini, 

masih memiliki kendala dalam proses dan interaksi antar aktor yang 

terlibat terutama kepada kerjasama, dimana hal ini tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap informasi pelayanan dan cara 

mengakses pelayanan perizinan menjadi rendah. Oleh karena itu, 

memberikan dampak pada rendahnya legalisasi usaha. Sehingga 
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kesepakatan dan membangun kepercayaan antar pemangku 

kepentingan yang terlibat, dalam hal ini proses dalam Collaborative 

Governance, perlu dikaji secara mendalam.  

Selanjutnya, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss ini secara Collaborative Governance 

yaitu Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu & Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kabupaten Barru, Pemerintah 

Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru selaku aktor kolaborasi sektor 

pemerintah dengan stakeholder lainnya yaitu, LSM/Yayasan Adil 

Sejahtera dan Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia, tentunya 

masyarakat pelaku usaha ini belum terkoordinasi dengan baik dimana 

tingkat hal ini menjadi faktor penentu tercapainya Collaborative 

Governance sehingga perlu pengkajian tentang spesialisasi tugas dan 

pembagian kerja yang jelas.  

Faktor yang berpengaruh lainnya dalam Collaborative Governance 

pada inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini adalah aktor 

kolaborasi dengan masyarakat yang belum maksimal dijalankan 

perannya, sehingga pemahaman masyarakat terhadap informasi 

layanan serta cara mengakses layanan perizinan ini masih rendah. 

Hal ini diperkuat pada data rendahnya pelayanan perizinan dari 

daerah pada tahun 2017-2018 dari total 4.150 izin yang diterbitkan 

dimana pada daerah terjauh yaitu kecamatan Pujananting hanya 

3,78% (157 izin) dan 11,04% (458 izin) dari Kecamatan Mallusetasi. 
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Oleh karena itu, faktor transparansi dan kesediaan berkompromi 

dengan jadwal kegiatan dan kemudahan pelayanan perizinan perlu 

dijalin dengan harmonis. Collaborative Governance dalam konsepnya 

dimana melibatkan beberapa institusi dalam mendefinisikan tujuan 

dan hasil yang berkesinambungan juga kompherensif (Silayar et al., 

2021, hal. 862), baik masyarakat, swasta, dan pemerintah sebagai 

representasi berdemokrasi dalam arti membantu berbagai pihak untuk 

menangani setiap permasalahan yang pemerintahnya belum mampu 

mengatasinya sendiri (Febrian, 2016, hal. 202; Sahar & Salomo, 2018, 

hal. 52; Tando et al., 2019, hal. 260).  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa gap penelitian 

tentang peranan aktor kolaborasi yang terlibat dengan masyarakat 

yang melakukan proses pengurusan perizinan, ditambah pada 

fenomena masalah dalam hal proses dan faktor yang mempengaruhi 

terhadap kolaborasi antar stakeholder yang terjadi di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Barruuntuk meningkatkan pelayanan perizinan, terutama 

peran dan mewujudkan kemudahan pelaku usaha bisa Online Single 

Submision (OSS) yang partisipatif dan kolaboratif. Oleh karena itu, 

kajian tata kelola kolaborasi ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji 

dimana dikaitkan pada salah satu bidang perizinan dalam inovasi 

pelayanan publik yang ada di Kabupaten Barru dengan judul 

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Inovasi 
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Pelayanan Publik Bantuka’ Boss di Dinas Penanaman Modal, dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru 

B. Fokus Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, pentingnya merumuskan 

masalah secara jelas untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana aspek Collaborative Governance dalam inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Barru ? 

2. Faktor apa yang berpengaruh dalam Collaborative Governance 

pada inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss pada Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Barru ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya, tujuan yang ingin dicapai dimiliki oleh setiap 

penelitian, dengan maksud untuk menggambarkan kepada setiap 

penyusun dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengkaji aspek Collaborative Governance dalam inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman 

Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Barru 

2. Untuk mengkaji faktor yang berpengaruh dalam Collaborative 

Governance pada inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Barru 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian diharapkan 

mampu menghasilkan manfaat, diantaranya : 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan digunakan sebagai 

pengetahuan dan pembelajaran, maupun referensi bagi peneliti 

dan seluruh civitas academik tentang konsep Collaborative 

Governance dalam sebuah inovasi pelayanan publik. Dalam hal 

ini, peneliti membahas di bidang perizinan yaitu “Bantuka’ Boss”. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi 

pada pengetahuan di kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya 

aspek manajemen publik. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasillkan 

kontribusi secara positif dan rekomendasi bagi pemerintah 

khususnya pada Instansi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru 

agar dapat memahami tentang pentingnya penerapan konsep 

Collaborative Governance dalam pelayanan publik. Selain itu, 

dapat menjadi bahan masukan untuk seluruh stakeholder terkait 

sesuai dengan kajian penelitian agar dapat mengembangkan 

dan memajukan sebuah inovasi dalam pelayanan publik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada bagian penelitian terdahulu ini membahas tentang tinjauan 

terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memuat 

penjelasan dari teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis, 

membandingkan persamaan dan perbedaan serta memberikan 

gambaran tentang keaslian dan kebaruan yang akan diteliti dan 

selanjutnya dibuat berbagai ringkasan yang diperoleh dalam 

memahami berbagai kasus penelitian terdahulu. Berikut ini juga akan 

disajikan kerangka pemikiran dan indikator penelitian yang terkait.  

Penelitian yang akan dimuat ini pada dasarnya adalah penelitian 

kebaruan yang berfokus pada inovasi pelayanan publik yaitu “Bantuka’ 

Boss” melalui konsep Collaborative Governance pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Barru .  

Adapun penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai pendukung 

penelitian berupa tinjauan-tinjauan terkait implementasi Collaborative 

Governance tentang perizinan.: 

Pertama, Penelitian dahulu yang dilaksanakan oleh (Febryan et al., 

2016) dengan judul penelitian yaitu Implementasi Pelayanan Publik 

Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Di Badan Pelayanan 
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Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan pelayanan publik berbasis teknologi 

informasi belum mampu memberikan informasi yang akurat bagi 

masyarakat, partisipasi masyarakat belum baik dan pegawai 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal di kota Bogor kurang memanfaatkan teknologi yang ada. 

Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tepat guna di hadapan 

teknologi informasi belum terlaksana karena kurangnya penggunaan 

sistem online di masyarakat (Febryan et al., 2016, hal. 8) 

Kedua, penelitian terdahulu dilaksanakan oleh (Utami et al., 2022) 

dengan judul Collaborative Governance In Micro-Small Business 

Permit Services In The Administrative City Of South Jakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Collaborative 

Governance dalam pelayanan ijin usaha mikro kecil terhadap 

dimensinya tergambar dalam dimensi Networked Structure (Struktur 

jaringan) terlihat tidak membentuk hirarki, namun lebih cendrung flat 

dan tidak ada monopoli. Selain itu, pada dimensi Commitment to a 

common purpose (Komitmen terhadap tujuan) terlihat bahwa 

komitmen terhadap tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan 

yang mudah, cepat, dan transparan perlu diperkuat agar 
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memudahkan mengurus perijinan usaha (Utami et al., 2022, hal. 

3692). 

Ketiga, penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Afriyani dkk., 2022 

dengan judul Digital transformation business licensing service (SI ICE 

MANDIRI) at Public Service Mall Sumedang. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan penggunaan konsep teoritis Digital 

Government Maturity Model menunjukan bahwa transformasi digital SI 

ICE MANDIRI yang terintegrasi OSS menempati tahapan integration 

yang artinya proses proses layanan izin usaha melalui OSS dilakukan 

melalui sistem yang terintegrasi antara pemerintah pusat dengan 

daerah diberbagai instansi pemerintahan. melalui sistem layanan ini 

masyarakat atau pelaku usaha melakukan proses izin dalam satu 

tahapan melalui sistem SI ICE MANDIRI dan OSS (Afriyani et al., 

2022, hal. 148) 

Keempat, penelitian terdahulu dilaksanakan oleh (Susantyo et al., 

2022) dengan judul Collaborative Governance Dalam Pengembangan 

Kewirausahaan Terpadu Di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi 

Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ollaborative governance dalam 

pengembangan kewirausahaan terpadu dilaksanakan dengan aktor 

Unit Pengelola Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
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Satuan Pelaksanan Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan 

Perdagangan, Satuan Pelaksana Sosial, Bank DKI. Terdapat faktor 

yang berpengaruh yaitu indicator governance, sharing of information 

dan trust among participant dimana disusun strategi dengan 

penyusunan SOP dalam setiap tahapan program, adanya monitoring 

dan evaluasi bersama serta edukasi kepada masyarakat untuk 

merubah paradigma dalam pemberdayaan ekonomi (Susantyo et al., 

2022, hal. 233) 

Kelima, penelitian terdahulu dilaksanakan oleh (Coughlan et al., 

2013) dengan judul A Case Study of the Collaborative Approaches to 

Sustain Open Source Business Models. Penelitian ini menggunakan 

metode literature review menggambarkan risiko konflik ini dan 

kemungkinan kolaborasi solusi dalam model bisnis Open dengan 

menunjukkan evolusi solusi kolaboratif ini dengan contoh aktual. Hasil 

penelitian ditunjukkan bahwa evolusi solusi kolaboratif dalam bisnis 

open source dengan contoh aktual, dan dalam prosesnya 

menggambarkan bagaimana pendekatan unik ini untuk menangani 

beragam kepemilikan di seluruh sektor bisnis bekerja dalam 

praktiknya (Coughlan et al., 2013, hal. 3)  

Keenam, penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Overduin & Moore, 

2017 dengan judul Social license to operate: Not a proxy for 

accountability in water governance. Penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian dianalisis dengan pendekatan analisis data kualitatif, 
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meliputi siklus pengkodean, perbandingan, dan kategorisasi yang 

diinformasikan. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa upaya industri 

untuk mendapatkan izin sosial telah menciptakan manfaat, seperti 

memungkinkan pemantauan air berbasis masyarakat, sehingga 

membangun kapasitas untuk keterlibatan masyarakat yang lebih 

dalam dalam proses tata kelola dan kemampuan yang lebih besar 

bagi masyarakat untuk menegakkan akuntabilitas (Overduin & Moore, 

2017, hal. 79) 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama/Judul Tujuan 

Metode 
Penelitian Hasil 

Relevansi 
Persamaan Perbedaan 

1. 

Febryan dkk., 
2016 
Implementasi 
Pelayanan 
Publik 
Berbasis 
Teknologi 
Informasi 
(Studi Kasus 
Di Badan 
Pelayanan 
Perizinan 
Terpadu Dan 
Penanaman 
Modal Kota 
Bogor) 

Untuk 
menganalisis 
dan melihat 
manfaat serta 
hambatan 
dalam 
implementasi 
teknologi 
informasi 
dalam 
pelayanan 
publik 
berbasis 
teknologi 
informasi 

Kualitatif 
dengan tipe 
penelitian 
deskriptif 

Pelayanan publik 
berbasis teknologi 
informasi belum 
mampu memberikan 
informasi yang akurat 
bagi masyarakat, 
partisipasi 
masyarakat belum 
baik dan pegawai 
Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Badan 
Koordinasi 
Penanaman Modal di 
kota Bogor kurang 
memanfaatkan 
teknologi yang ada. 

• Analisis 
Penelitian 
kualitatif 
dengan 
pendekat
an 
deskriptif 
 

• Fokus dan 
Teori 
Penelitian 

• Lokus 
Penelitian 

• Penggunaa
n Software 
NVivo 

2. 

Utami dkk., 
2022 
Collaborative 
Governance In 
Micro-Small 
Business 
Permit 
Services In 
The 
Administrative 
City Of South 
Jakarta 

Untuk 
mengetahui 
tata kelola 
kolaboratif 
dalam 
pelayanan 
perizinan 
usaha mikro 
dan kecil di 
Kota 
Administrasi 
Jakarta 
Selatan dan 
Bagaimana 
model tata 
kelola 

Metode 
deskriptif 
dengan 
pendekatan 
kualitatif 

pelayanan ijin usaha 
mikro kecil terhadap 
dimensinya 
tergambar dalam 
dimensi Networked 
Structure (Struktur 
jaringan) terlihat tidak 
membentuk hirarki, 
namun lebih 
cendrung flat dan 
tidak ada monopoli. 
Selain itu, pada 
dimensi Commitment 
to a common purpose 
(Komitmen terhadap 
tujuan) terlihat bahwa 
komitmen terhadap 

• Metode 
deskriptif 
dengan 
pendekat
an 
kualitatif 

• Topik 
Penelitian 
tentang 
Collabora
tive 
Governan
ce  

• Lokus 
Penelitian 

• Penggunaa
n Software 
NVivo 

• Mengguna
kan lebih 
dari satu 
teori 
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kolaboratif 
yang ideal 
ditawarkan 
dalam 
Layanan Izin 
Usaha Mikro 
Kecil (IUMK) 

tujuan pemerintah 
dalam memberikan 
pelayanan yang 
mudah, cepat, dan 
transparan perlu 
diperkuat agar 
memudahkan 
mengurus perijinan 
usaha 

3. 

Afriyani dkk., 
2022  
Digital 
transformation 
business 
licensing 
service (SI ICE 
MANDIRI) at 
Public Service 
Mall Sumedan 

untuk 
mengetahui 
dan 
mendeskripsi
kan 
sejauhmana 
proses 
transformasi 
layanan 
melalui SI 
ICE 
MANDIRI 
yang 
teritegrasi 
OSS pada 
izin berusaha 
di lingkungan 
Kabupaten 
Sumedang 

kualitatif 
deskriptif 
melalui 
observasi dan 
wawancara 
langsung 
dengan 

Konsep teoritis Digital 
Government Maturity 
Model menunjukan 
bahwa transformasi 
digital SI ICE 
MANDIRI yang 
terintegrasi OSS 
menempati tahapan 
integration yang 
artinya proses proses 
layanan izin usaha 
melalui OSS 
dilakukan melalui 
sistem Yang 
terintegrasi antara 
pemerintah pusat 
dengan daerah 
diberbagai instansi 
pemerintahan. 
melalui sistem 
layanan ini 
masyarakat atau 
pelaku usaha 
melakukan proses 
izin dalam satu 
tahapan melalui 
sistem SI ICE 
MANDIRI dan OSS 

• Metode 
deskriptif 
dengan 
pendekat
an 
kualitatif 

• Topik 
Penelitian 
tentang 
Collabora
tive 
Governan
ce  

• Lokus 
Penelitian 

• Penggunaa
n Software 
NVivo 

• Mengguna
kan lebih 
dari satu 
teori 

4. 

Susantyo 
dkk., 2022  
Collaborative 
Governance 
Dalam 
Pengembanga
n 
Kewirausahaa
n Terpadu Di 
Kecamatan 
Pancoran Kota 
Administrasi 
Jakarta 
Selatan. 

Untuk 
menganalisis 
penerapan, 
faktor yang 
berpengaruh, 
dan strategi 
Collaborative 
Governance 
dalam 
pengembang
an 
kewirausaha
an terpadu,  

Desain 
penelitian 
kualitatif 
dengan 
metode 
deskriptif 
melalui 
pendekatan 
induktif 

Collaborative 
Governance dalam 
pengembangan 
kewirausahaan 
terpadu 
dilaksanakan 
dengan actor 
kolabolator dimana 
fakto yang 
berpengaruh 
tersebut disusun 
strategi dengan 
penyusunan 
standart operational 
procedure dalam 
setiap tahapan 
program, adanya 
monitoring dan 
evaluasi bersama 
serta edukasi 
kepada masyarakat 
untuk merubah 

• Topik 
Penelitian 
tentang 
Collabora
tive 
Governan
ce 

• Teknik 
pengump
ulan data, 
salah 
satunya 
wawanca
ra 

 
 

• Fokus 
Penelitian 

• Lokus 
Penelitian 

• Penggunaa
n Software 
NVivo 

• Mengguna
kan lebih 
dari satu 
teori 
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paradigma dalam 
pemberdayaan 
ekonom 

5. 

Coughlan 
dkk., 2013  
A Case Study 
of the 
Collaborative 
Approaches to 
Sustain Open 
Source 
Business 
Models 

Menggambar
kan risiko 
konflik ini dan 
kemungkinan 
kolaborasi 
solusi dalam 
model bisnis 
yang terbuka 
dengan 
menunjukkan 
evolusi solusi 
kolaboratif ini 
dengan 
contoh aktual 

Literature 
Review 

Evolusi solusi 
kolaboratif dalam 
bisnis open source 
dengan contoh 
aktual, dan dalam 
prosesnya 
menggambarkan 
bagaimana 
pendekatan unik ini 
untuk menangani 
beragam 
kepemilikan di 
seluruh sektor 
bisnis bekerja 
dalam praktiknya 

• Topik 
Penelitian 
tentang 
Collaborativ
e 
Governanc
e & Lisense 

 

• Lokus 
Penelitian 

• Penggunaa
n Software 
NVivo 

• Teknik 
pengumpul
an data 
yang 
digunakan 

6 

Overduin & 
Moore, 2017  
Social license 
to operate: Not 
a proxy for 
accountability 
in water 
governance 

Penelitian ini 
mengeksplor
asi 
persimpanga
n antara 
pendekatan 
tata kelola 
DAS 
kolaboratif 
alternatif, dan 
simultan 
konsep izin 
sosial 
sebagai 
instrumen 
akuntabilitas 
dalam 
kaitannya 
dengan tata 
kelola air.  

Pendekatan 
analisis data 
kualitatif, 
meliputi siklus 
pengkodean, 
perbandingan, 
dan 
kategorisasi 
yang 
diinformasikan 

Upaya industri 
untuk mendapatkan 
izin sosial telah 
menciptakan 
manfaat, seperti 
memungkinkan 
pemantauan air 
berbasis 
masyarakat, 
sehingga 
membangun 
kapasitas untuk 
keterlibatan 
masyarakat yang 
lebih dalam dalam 
proses tata kelola 
dan kemampuan 
yang lebih besar 
bagi masyarakat 
untuk menegakkan 
akuntabilitas 

• Topik 
Penelitian 
tentang 
Collaborativ
e 
Governanc
e & Lisense 

 

• Lokus 
Penelitian 

• Penggunaa
n Software 
NVivo 

• Teknik 
pengumpul
an data 
yang 
digunakan 

Sumber: Pengembangan dari relevansi hasil penelitian terdahulu (2022) 

 

 

B. Konsep Implementasi Collaborative Governance 

1. Konsep Collaborative  

Kolaborasi ibarat rantai pasokan menyiratkan bahwa perusahaan 

atau instansi yang saling bergantung namun otonom bekerja bersama 

untuk mencapai kinerja keseluruhan secara kolaboratif sehingga 
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kontribusi untuk mencapai kolaborasinya sukses melalui penekanan 

tata kelola melalui cara relasional selain tata kelola melalui cara 

tradisional  (Wang & Ran, 2018, hal. 3). kolaborasi juga diartikan 

sebagai solusi atas keterbatasan yang dialami pada individu atau 

organisasi melalui pertukuran diskusi, ide, dan pengalaman dengan 

dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan manfaat positif 

yang diharapkan bersama (Arrozaaq, 2016, hal. 4; Bertha Lubis, 2022, 

hal. 69). Kolaborasi memiliki tujuan, yakni agar tata kelola menjadi 

lebih terstruktur dan efektif untuk kenaikan pengelolaan lintas sektor 

zona pemerintah, organisasi publik ataupun private dan pembagian 

wewenangnya (Danastry & Kurniawan, 2021, hal. 158) sehingga erat 

kalitannya juga dengan peluang meraih sumber daya yang besar 

dalam arti adanya akses untuk memanfaatkan sumber daya tersebut 

oleh stakeholder lainnya (Mulyadi, 2018, hal. 8)  

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan hubungan antar aktor 

melalui pertukaran ide, diskusi yang secara bersama-sama untuk 

meningkatkan dan meraih yang positif. 

2. Pengertian Collaborative Governance 

Tata kelola kolaboratif diambil dari berbagai bidang praktik dan 

penelitian dalam administrasi publik (Emerson et al., 2012, hal. 1). 

Pemerintahan kolaboratif (Collaborative Governance) merupakan 

proses keterlibatan publik, pemerintahan, masyarakat, sipil, dan 
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kepentingan umum untuk mengambil keputusan, kebijakan, dan 

manajemen yang tidak mampu dilaksanakan jika hanya satu pihak 

saja (Ansell & Gash, 2008, hal. 544) mencakup berbagai pemangku 

kepentingan dan perspektif dari berbagai sektor, tetapi juga 

menimbulkan risiko yang mungkin berasal dari potensi hilangnya 

waktu atau sumber daya mereka, tekanan untuk berkomitmen pada 

posisi yang bertentangan dengan agenda mereka sendiri, atau 

ketidaknyamanan umum dari pertemuan konfliktual (Ansell et al., 

2020, hal. 572). Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif 

secara luas diartikan sebagai proses dan struktur publik dalam 

mengambil keputusan dan manajemen kebijakan orang-orang yang 

terlibat secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, 

tingkat pemerintahan, ruang publik, swasta dan sipil untuk pencapaian 

tujuan publik yang tidak dapat dicapai (Emerson et al., 2012, hal. 2). 

Collaborative Governance sebuah tata kolaborasi yang bisa 

mengatasi berbagai hambatan, dalam arti solusi berkelanjutan dan 

berkesinambungan yang sekaligus memberikan informasi mendidik 

bagi masyarakat dan pemerintah (Tua & Sihaloho, 2022, hal. 162) 

Collaborative Governance juga merupakan lintas sektoral 

(government, private sector, civil society) dimana prosesnya melewati 

struktur jejaring multi organisasi yang membuat konvensi keputusan, 

pencapaian konsensus secara interaksi resmi ataupun informal, 

pembuatan sampai pengembangan norma dalam interaksi untuk 
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membagikan keuntungan bersama dalam menggapai tujuan 

(Arrozaaq, 2016, hal. 2). Collaborative Governance juga menyiratkan 

bahwa sektor non publik pada keputusan hasil kebijakannya memiliki 

setiap tanggung jawab, sehingga para pihaknya dalam setiap 

pengambilan keputusan harus terlibat langsung (Danastry & 

Kurniawan, 2021, hal. 159), sebab Collaborative Governance tidak 

lahir secara tiba-tiba, namun disebabkan pada inisiatif untuk 

penyelesaian berbagai masalah yang sedang dihadapi publik 

sehingga mendorong dilakukan kerjasama dan koordinasi berbagai 

pihak (Anjaya & Prasetyo, 2019, hal. 130) namun hadirnya pandangan 

Collaborative Governance ini atas pemaknaan kesepadanan dan 

keseimbangan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan 

masyarakat (Maulana et al., 2022, hal. 279) 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa Collaborative Governance merupakan proses 

keterlibatan stakeholder atau para pemangku kepentingan yaitu 

pemerintah dengan masyarakat dan swasat dalam sektor 

pemerintahan untuk mencapai tujuan publik. 

3. Studi Kajian Collaborative Governance 

Studi tentang tata kelola kolaboratif difokuskan tidak hanya pada 

faktor kontekstual dan kelembagaan tetapi juga sangat menekankan 

peran agensi, dengan peneliti menggali secara mendalam peran 

faktor sikap, perilaku, dan relasional (Douglas et al., 2020, hal. 497) 
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yang harus memainkan peran yang lebih sentral dalam upaya 

kolaboratif. Beberapa peran dan tugas kolaboratif memiliki status 

dalam fungsinya sehingga menjadi tanggung jawab para kolaborator 

terhadap tugasnya, terlebih jika muncul kebutuhan pribadinya 

(Folkman et al., 2019, hal. 103). Selain itu, menciptakan lingkungan 

kolaborasi dapat dianggap sebagai salah satu perbedaan utama 

antara pemerintahan elektronik dan smart governance (Viale Pereira 

et al., 2017, hal. 526). Proses kolaboratif juga mempunyai tujuan akhir 

berupa kesepakatan bersama antara beberapa pemangku 

kepentingan yang terlibat berupa aturan, informasi, jaringan, 

koordinasi dengan transparansi dalam hal kolaboratif  tidak ada pihak 

yang dominan melainkan semua pada tahap kesetaraan sebab 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan saling melengkapi 

(Tando et al., 2019, hal. 262) 

4. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik 

Dalam perspektif administrasi publik, kerja sama ialah kerja secara 

bersama ataupun dapat dikatakan bekerja bersama dengan sebagian 

pihak yang terpaut di dalam sesuatu aktivitas buat menggapai tujuan. 

Perihal ini pasti pula sependapat dengan penafsiran dari administrasi 

itu sendiri, administrasi ialah sesuatu kerja sama antara dua orang 

ataupun lebih buat menggapai sesuatu tujuan. Untuk mengenali posisi 

kerja sama dalam konteks administrasi publik dicoba dengan 

mendengarkan konsep tersebut dari bermacam perspektif keilmuan. 
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Dalam literatur administrasi publik kerap digunakan terminologi 

governance buat menarangkan keterkaitan antar organisasi. 

Penafsiran governance tidak semata- mata pelibatan lembaga publik 

dalam perumusan serta implementasi kebijakan, namun terhubungnya 

bermacam org*anisasi buat melakukan tujuan- tujuan publik (Astuti et 

al., 2020, hal. 97) 

5. Elemen Collaborative Governance  

Pemerintahan dan kebijakan publik, dikatakan menggunakan 

pemerintahan kolaboratif ketika enam elemen mencirikannya; 

1) Peran awal pemerintah 

2) Pelibatan aktor non-negara 

3) Pengambilan keputusan Bersama 

4) Pengorganisasian formal 

5) Mendapatkan consensus 

6) Ada masalah dalam berkolaborasi dalam kebijakan dan layanan 

publik. 

Enam elemen dalam tata kelfola kolaboratif juga merupakan bagian 

dari tata kelola yang baik prinsip, sehingga tata kelola kolaboratif 

adalah praktik empiris dari konsep pemerintahan yang bagus (Amin et 

al., 2021, hal. 3). Ada maupun tidak aktor yang berpengaruh, baik 

selama fase perumusan maupun penerapan kebijakan, sehingga 

memerlukan tiga elemen kunci, yakni dukungan, kepemimpinan, dan 

forum. Perlunya dukungan untuk mengenali permasalahan, 
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kepemimpinan, diperlukan untuk mengkoordinir berbagai aktor, dan 

forum dalam proses kolaborasi dan membagi tupoksinya (Tua & 

Sihaloho, 2022, hal. 163) 

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik menjelaskan 

bagaimana sistem pemerintahan beroperasi dengan cakupan peran 

yang lebih luas, meliputi pemerintahan dan mencakup pemerintah, 

termasuk organisasi non-pemerintah. dan warga sipil. Artinya, 

interaksi antara aktor (pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat) 

dalam kolaborasi akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik (Amin et al., 2021, hal. 3). Kasus tata kelola 

kolaboratif menyatukan serangkaian aktor yang berkolaborasi dalam 

masalah bersama selama periode waktu tertentu dalam ruang 

geografis tertentu (Douglas et al., 2020, hal. 498). Oleh karena itu 

juga, penting untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan 

sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dan untuk 

mengembangkan cara-cara mengatur dan mengelola cara mereka 

bekerja sama konsep yang  

mampu untuk mengkonseptualisasikan upaya kolaboratif ini 

(Sedlacek et al., 2020, hal. 2). Dimensi penting lainnya dalam 

membentuk Collaborative Governance adalah courts yang terkoalisi 

dengan hukum (atau norma, prinsip, kebijakan, peraturan dan 

standar) dan cara pemberian sanksi (cara memberikan reward dan 

punishment). Courts dimaksudkan untuk pengevaluasian putusan atau 



 

23 
 

 

perilaku terkait hukum atau norma, dalam penyelesaian perselisihan 

dan untuk menegakkan aturan sebagai dasar dalam sistem ini. 

Dimensi tersebut memiliki dua aspek yang harus diamati, yaitu: 

Conflict- Management dan Sanctioning Capabilities Courts (Maulana 

et al., 2022, hal. 279) 

6. Aspek Collaborative Governance 

Memahami Collaborative Governance adalah memahami kolaborasi 

antar lintas sektor melalui serangkaian formal dan informal terhadap 

tujuan kolaborasi setelah sebelumnya kesepakatan awal yang akan 

dicapai (Bryson et al., 2006, hal. 45). Collaborative Governance 

merupakan kondisi dimana pemerintah memenuhi segala tujuan-

tujuan umum melalui penggunaan kolaborasi antara organisasi dan 

individu (Harahap et al., 2022, hal. 492). Oleh karena itu, ideal 

kolaborasi multipihak dalam model Collaborative Governance meliputi 

aspek yaitu:  

1) Aspects Vision, Value, and Joint Principal (Consensus) 

Kesepakatan tentang tujuan bersama (melalui konsensus) 

yang dibuat dalam Tata Kelola Kolaboratif melalui pendekatan 

sebagai pemenuhan komponen dalam membangun tujuan 

bersama, termasuk Pemetaan dan identifikasi, mempertemukan 

para aktor, dan menetapkan tujuan Bersama (Harahap et al., 

2022, hal. 496). Pembangzunan yang merupakan konsensus 

antara pemerintah (state actors) swasta (market), dan masyarakat 
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(civil society) harus mampu disinergikan terhadap berbagai urusan 

kebutuhan publik, dimana konsep ini menunjukkan bahwa dalam 

tata kelola memiliki beberapa elemen penting, salah satunya 

pengembangan konsensus (Harahap et al., 2022, hal. 02). Ini 

dilakukan dengan tujuan pada kesepakatan awal yaitu untuk 

menumbuhkan kolaborasi dimana membentuk perjanjian secara 

informal tentang komposisi, misi, dan proses kolaborasi; secara 

perjanjian formal yang mencakup tujuan lebih luas (Astuti et al., 

2020, hal. 52). Dengan menyepakati tujuan kolaborasi, mitra bisa 

berkonsekuensi pada elemen struktur, seperti tugas, kewajiban, 

dan otoritas pengambilan keputusan (Bryson et al., 2006, hal. 46) 

2) Aspects of Collective Leadership (Structure) 

Proses melibatkan seluruh stakeholder dari berbagai 

instansi/lembaga/organisasi. Secara garis besar, terdapat 

beberapa unsur diantaranya: unsur pemerintah (pemerintah pusat 

& pemerintah daerah), Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) (nasional & daerah), dan unsur 

lainnya, dimana penyelenggaraan pelaksanaan ditunjukkan bahwa 

model koordinasi khususnya yang tercermin dalam sistem 

kepemimpinan dan mekanisme pelaksanaan penanganan dengan 

mengadopsi model kepemimpinan kolektif.  Hal ini juga 

ditunjukkan dengan keterlibatan berbagai pihak terkait, terutama 

unsur pemerintah lainnya dalam pengambilan keputusan, baik 
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dalam skala nasional maupun lokal. Namun demikian, 

implementasi aspek ini, khususnya Collaborative Governance 

yang dikembangkan melalui penampungan sub-klaster, secara 

umum telah memenuhi komponen pendukung yaitu unsur 

komitmen, prosedur dan perjanjian kerjasama, dan struktur 

Kolaboratif (Harahap et al., 2022, hal. 498) 

Dua peran utama kepemimpinan yaitu bertugas sebagai 

pemimpin pelindung yakni individu yang memiliki status/prestise, 

otoritas, dan akses ke sumber daya yang dapat dimanfaatkan atas 

nama kolaborasi, bahkan jika mereka tidak terlibat secara terus-

menerus dalam kegiatan kolaboratif sehari-hari. Selanjutnya 

disebut pemimpin pilihan (champion) adalah orang-orang yang 

berpusat pada menangani kolaborasi agar terlaksana dan 

menggunakan keterampilannya dalam rangka kolaborasi 

mencapai tujuannya (Astuti et al., 2020, hal. 53). Maka pemimpin 

yang baik yaitu dapat memahami pentingnya kepercayaan antar 

aktor sehingga menjadi faktor penentu dalam kolaborasi (Akbar et 

al., 2022, hal. 173). Selain itu, fungsi kepemimpinan juga 

berusaha melaksanakan sesuatu yang menjadi kepentingan 

bersama (Tampongangoy, 2018, hal. 5)  

Dalam kolaborasi, telah mempersiapakan berbagai tugas 

untuk para pemimpin formal dan informal, sehingga membutuhkan 

otoritas formal dan informal, visi, komitmen jangka panjang untuk 
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kolaborasi, integritas, dan keterampilan relasional dan politik 

(Bryson et al., 2006, hal. 47) 

3) Ascpects of Multi-directional Communication (Interaction) 

Aspek ini menunjukkan pada Interaksi dan komunikasi yang 

dibangun melalui platform interaksi dan komunikasi yang dibuat 

secara berkala dengan membahas masalah teknis termasuk 

perkembangan dan kesenjangan dalam penanganan menjadi 

kunci keberhasilan dalam memenuhi aspek ini. Dinamika diskusi 

juga dikelola dengan baik, sehingga perbedaan pendapat dapat 

diselesaikan secara sehat dan konstruktif. Dalam membangun 

komunikasi multi arah (Harahap et al., 2022, hal. 500). 

Komunikasi yang dibangun dilakukan dengan menerapkan 

komunikasi multi arah yang baik, mulai dari tingkat masyarakat 

hingga tingkat pengambil kebijakan pemerintah. Komunikasi 

multiarah merupakan umpan balik yang berlangsung keterlibatan 

dua pihak atau lebih yang berlangsung secara komperensif 

(Nasrulhaq, 2020, hal. 400) 

4) Aspects of Sharing Resources, Activities, and Success 

(Process) 

Memahami Collaborative Governance adalah memahami 

kolaborasi antar lintas sektor, salah satunya tentang proses 

Collaborative Governance. Proses kunci dalam kolaborasi ini yaitu 

melaksanakan sejumlah rangkaian formal dan informal terhadap 
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tujuan kolaborasi setelah sebelumnya kesepakatan awal yang 

akan dicapai. Para peneliti akan menekankan aspek dalam proses 

kolaborasi (Bryson et al., 2006, hal. 45) 

Salah satu fungsi stakeholder adalah memobilisasi dan 

berbagi sumber daya menjadi kunci keberhasilan kolaborasi. 

Adapun bentuk mobilisasi yang dilakukan antara lain: tenaga ahli 

manajemen, program bantuan, pelibatan masyarakat, dan 

bantuan teknis lainnya. dana dari masing-masing aktor dalam 

lembaga kolaboratif dengan lokasi dan kegiatan yang 

direncanakan sebelumnya. Dalam aspek pembagian sumber 

daya, pemerintah pusat memobilisasi sumber daya untuk layanan 

dan pemenuhan kebutuhan dasar; bantuan non tunai dan bantuan 

teknis. Pemerintah daerah mendukung pengelolaan layanan dan 

memenuhi kebutuhan dasar (Harahap et al., 2022, hal. 502) 

Inti dari sebuah kolaborasi yang sering digambarkan yaitu 

hubungan saling percaya, sehingga hal tersebut dapat 

membangun perilaku interpersonal, kepercayaan dalam 

kompetensi organisasi dan kinerja yang diharapkan, serta ikatan 

yang sama dan niat baik (Astuti et al., 2020, hal. 54). Kepercayaan 

dapat dibangun salah satunya melalui transparansi diwujudkan 

melalui keterbukaan informasi sehingga semakin tinggi 

kepercayaan para aktor dalam kolaborasi maka kendala yang 
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dihadapi akan semakin rendah (Wijayanti & Kasim, 2022, hal. 

305).  

Oleh karena itu, dalam membangun dan memanifestasikan 

kepercayaan antar pemangku kepentingan serta para aktor yang 

terlibat, desain kelembagaan harus didukung melalui 

kepemimpinan partisipatif dalam rangka memberikan penguatan 

(Panjaitan et al., 2019, hal. 511) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Aspek dan Aktor Collaborative Governance, Pengembangan 
Model dari Harahap (2022), Diproses oleh Peneliti tahun 2023 

 

Penelitian ini menggunakan konsep yang dikembangkan 

oleh (Harahap et al., 2022a) yang mengkaji tentang model 

Collaborative Governance. Peneliti memilih konsep tersebut 

karena sesuai pada fokus penelitian tentang  Collaborative 

Governance, dengan ditinjau pada pengimplementasiannya 

dimana ada aspek kolaboratif yang dipaparkan oleh (Harahap et 
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al., 2022a) sesuai dengan Collaborative Governance dalam 

inovasi pelayanan publik  di Bantuka’ Boss di Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Barru. 

7. Model Collaborative Governance 

Fokus teori kelembagaan pada aturan dan norma yang membentuk 

pengambilan keputusan kolaboratif dilengkapi dengan teori tawar-

menawar fokus pada konsep kesabaran/urgensi dalam pengambilan 

keputusan, yang mempengaruhi apakah ada solusi kolaboratif. 

Kekuatan teori tata kelola adaptif dalam membongkar dinamika 

kompleks sistem tata kelola lintas skala melengkapi kompetensi teori 

kelembagaan dalam menilai kelemahan pada institusi yang ada yang 

menghambat kolaborasi (Sullivan et al., 2019, hal. 40). Kondisi awal 

ini mempengaruhi proses kolaboratif, yang dapat dipahami sebagai 

seperangkat elemen interaksi yang saling bergantung yang 

memperkuat dinamika dalam proses. Elemen-elemen tersebut 

termasuk dialog tatap muka, inisiatif membangun kepercayaan, 

komitmen terhadap proses, pemahaman bersama tentang tujuan yang 

didefinisikan secara umum, dan hasil antara yang akan dianalisis 

untuk wilayah studi kasus (Sedlacek et al., 2020, hal. 4).  

Selanjutnya, dalam model "tata kelola kolaboratif", elemen-elemen 

penting termasuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, 

koordinasi dengan organisasi non-pemerintah dan asosiasi besar 
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(Huang, 2020, hal. 669) juga terarah kepada penguatan kelembagaan 

jalinan kerjasama terhadap dinas terkait (Bertha Lubis, 2022, hal. 69) 

1) Ansell dan Gash (2008) 

Model prinsip Collaborative Governance, salah satunya 

dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2008, hal. 550) melalui empat 

buah variabel utama, yaitu kondisi awal (starting condition), 

institutional design, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. kemudian 

keempat komponen tersebut dibagi menjadi beberapa sub-variabel 

pada empat buah komponen utama, yaitu kondisi awal (starting 

condition), desain institusional, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. 

Keempat komponen tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa sub-

komponen seperti penggambaran di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Model Collaborative Governance Ansell & Gash (Danastry & 

Kurniawan, 2021, hal. 160) 

1.1 Kondisi Awal 

Dalam meraih tujuan yang akan dicapai antara pihak yang 

akan berkolaborasi, maka kondisi awal yaitu pengaturan dasar 
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tingkat kepercayaan, konflik, maupun modal sosial yang menjadi 

sumber daya atau kewajiban para stakeholder dalam suatu proses 

kolaborasi. Proses kolaborasi ini didorong oleh suatu 

ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya antar aktor 

kolaborasi yang terlibat. Selanjutnya, initial trust level sebagai 

sejarah konflik imasa lalu oleh para pemangku kepentingan 

sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan. Sumber daya dan 

sejarah masa lalu yang tidak seimbang antar aktor tersebut 

mempengaruhi adanya incentives for and constrains on 

participation dengan makna pada titik ini memerlukan sebuah 

usaha dari pemimpin kolaborasi untuk merangkul semua 

stakeholder yang terlibat. 

1.2 Desain Institusional 

Dari proses kolaboratif ini, desain institusional yang sangat 

penting mengacu pada aturan dan protokol dasar dalam 

kolaborasi untuk legitimasi prosedural dengan lingkup yang 

menjelaskan siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat 

dalam kolaborasi. Desain kelembagaan ini bersifat inklusif, ketika 

telah terbentuknya forum kolaborasi, maka terletak segala aturan 

yang jelas dan transparan menjadi legitimasi prosedur, sehingga 

terciptanya kepercayaan yang dibangun antar para aktor. 
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1.3 Desain Kepemimpinan 

Salah satu unsur penting yaitu kepemimpinan dalam proses 

perundingan yang membawa semua pihak dan dilakukan oleh 

stakeholders. 

1.4 Proses Kolaborasi 

Proses kolaborasi terdiri dari lima tahap yaitu dialog tatap 

muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, 

pemahaman bersama, dan hasil sementara. 

1.4.1 Dialog tatap muka muncul secara langsung dan terjadi 

kepada semua stakeholder yang ikut terlibat sehingga 

sangat penting untuk dilakukan proses identifikasi peluang 

dan manfaat kelompok, sebagai ciri dari Collaborative 

Governance yakni berorientasi pada proses. 

1.4.2 Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi yaitu 

usaha rasa kepercayaan yang tersimpan antar 

stakeholders, bukan hanya untuk keperluan negoisasi, 

namun rasa percaya yang membangun, sangat penting 

dilakukan ketika proses kolaborasi akan dimulai 

1.4.3 Komitmen terhadap proses merupakan proses kolaborasi 

terdapat proses komitmen sebagai keinginan maupun 

motivasi untuk terlibat dalam tata kelola kolaborasi bagi 

partisipan, sehingga memerlukan sebuah komitmen serius 
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dari setiap stakeholder agar terhindar pada berbagai resiko 

yang ada dalam proses kolaborasi tersebut 

1.4.4 Pemahaman bersama merupakan proses kolaborasi yang 

harus mempunyai pemahaman sejalan dari para aktor yang 

terlibat dimana prosesnya menyetujui pada apa yang 

mereka akan capai bersama 

1.4.5 Hasil Sementara merupakan proses kolaborasi terdapat 

hasil keluaran atau output sebagai hasil dari proses dengan 

pencapaian tujuan dan manfaat serta adanya kemenangan 

kecil dari kolaborasinya. 

Salah satu desain kelembagaan tata Kelola kolaboratif lainnya 

yang juga telah digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu “MAURITS” 

merupakan tata kelola kolaborasi (Collaborative Governance) model 

Anshell dan Gash yang dimodifikasi modern dalam 

pengembangannya bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pendekatan 

Anshell dan Gash serta kombinasi pengembangan Kybernologi, 

dimana setiap kepentingan yang terkait dengan pemerintah, dunia 

usaha atau swasta dan masyarakat merupakan sebuah satuan kultur 

(Panjaitan et al., 2019, hal. 513) 
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Gambar 2.3 Model Prinsip Collaborative Governance “MAURITS” oleh (Panjaitan et 
al., 2019, hal. 513) 

 
 

2) Emerson, Nabachi, dan Balogh (2012) 

Model prinsip Collaborative Governance yang dikembangkan 

oleh Emerson, Nabachi, dan Balogh membentuk tiga lingkaran 

yang saling terhubung didorong oleh beberapa faktor dalam 

memberikan dampak yang dibentuk pada masing-masing 

lingkaran. Kemudian gambaran sisi paling luar adalah sistem 

kolaborasi terjadi, dan lingkaran kedua posisi tengah merupakan 

rezim pemerintahan kolaboratif, kemudian lingkaran akhir paling 

dalam yaitu dinamika kolaborasi yang terhubung dalam tiga 

dimensi yaitu keterlibatan prinsip sebagai tempat dimana orang-

orang berasal dari kelompok atas tujuan, relasi, juga identitas 

berbeda untuk bersama-sama melewati batas yuridiksi masing-

masing yang berupaya menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi, menyelesaikan konflik atau menciptakan nilai (Mulyadi, 

2018, hal. 8). 
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Gambar 2.4. Model Collaborative Governance Emerson, Nabachi, dan Balogh dalam 
(Mulyadi, 2018, hal. 9) 

3) Ratner (2012) 

Collaborative Governance terdapat tiga fokus tahapan yang 

merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan 

atau publik menurut Ratner dalam  (Irawan, 2017, hal. 6) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Collaborative Governance Assesment (Ratner, 2012) 

 

3.1 Identifying Obstacles and Opportunities (Fase Mendengarkan)  

Dalam tahap ini pemerintah dan pihak swasta juga 

masyarakat sebagai aktor yang berkolaborasi yaitu akan 

melakukan proses memahami tentang berbagai hambatan yang 

akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada 
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tahap ini setiap stakeholders saling memberikan gambaran 

tentang permasalahan dan stakeholders lain yang terlibat saling 

mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan. 

Selanjutnya dilakukan proses memperhitungkan peluang dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang telah diidentifikasi, seperti 

solusi atas masalah yang akan terjadi. Setiap stakeholders 

memiliki kewajiban yang sama dalam menetapkan kebijakan di 

setiap permasalahan yang telah diidentifikasi serta 

memperhitungkan peluang berupa capaian yang bisa diperoleh 

oleh masing-masing aktor yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini 

sebagai fase yang saling mendengarkan tentang masalah-

masalah dan kesempatan untuk bisa memanfaatkan dari setiap 

permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing aktor yang 

terlibat. 

3.2 Debating Strategies For Influence (Fase Dialog)  

` Di tahap ini, dilakukan diskusi terkait hambatan yang telah 

tertera pada fase pertama oleh para pemangku kebijakan atau 

stakeholder yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan. Diskusi 

tersebut dibahas tentang langkah-langkah yang akan dilakukan 

secara efektif dalam memecahkan masalah dengan keterlibatan 

masing-masih stakeholders. Selanjutnya proses diskusi tentang 

beberapa pihak yang mampu memberikan dukungan terhadap 
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penyelesaian permasalahan tersebut dalam tata kelola 

pemerintahan yang telah dipaparkan. 

3.3 Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan) 

Setelah melalui tahap mendengarkan tentang berbagai 

masalah yang dihadapi didalam proses sebuah tata kelola 

pemerintahan dan penentuan strategi efektif untuk mencegah 

permasalahan melalui diskusi, pada tahap ini keterlibatan 

stakeholders atau pemangku kebijakan dalam perencanaan 

mengenai penerapan setiap pokok-pokok strategi melalui tahapan 

diskusi sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dikerjakan di 

proses kolaborasi antar stakeholder tersebut yakni pemerintah, 

pihak swasta serta masyarakat. Selanjutnya pengidentifikasian 

pengukuran pada setiap proses yang dikerjakan dan penentuan 

langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus terlaksana 

dalam jangka Panjang. 

4) Koschmann, Kuhn, dan Pfarrer (2012)  

Koschmann dkk., 2012, hal. 348 memaparkan konsep alternatif 

Collaborative Governance untuk meninjau bagaimana 

meningkatkan kualitas kolaborasi melalui praktik komunikasi yang 

terjadi diantara anggota, dengan penekanan konsep yaitu 

meningkatkan peluang/ potensi berkolaborasi . Berkomunikasi 

dengan tepat dapat menumbuhkan peluang atau menciptakan 

potensi kolaborasi diantara pihak atau anggota yang terkait. 
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Peningkatan tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan: 

meningkatkan komunikasi yang lebih bermakna atau bernilai; 

mengelola efek gaya sentripetal dan sentrifugal; serta 

menciptakan sesuatu yang berbeda dan sebuah identitas. Menilai 

sebuah kolaborasi, terdiri dari pengaruh dari luar/ eksternal, serta 

perubahan/ transformasi modal. 

8. Aktor- Aktor Yang Terlibat dalam Collaborative Governance 

Dalam Collaborative Governance pada pelayanan publik, ada tiga 

aktor yang memiliki pengaruh, yaitu pemerintah swasta dan 

masyarakat. Pemerintah bukanlah aktor tunggal yang memonopoli 

pelaksanaan pemerintah, tetapi membutuhakn aktor lainnya dalam 

menutuo berbagai keterbatasan yang pemerintah miliki dengan 

hubungan yang timbal balik (Bila & Saputra, 2019, hal. 199) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Aktor Collaborative Governance 

9. Faktor yang berpengaruh dalam Collaborative Governance 

Schöttle dkk., 2014, hal. 1274, memberikan perbandingan terhadap 

faktor yang mempengaruhi berbagai kegiatan salah satunya tentang 
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kolaborasi. Kesimpulan akhir bahwa faktor yang berpengaruh dalam 

konsep kolaborasi terdiri dari : 

• Kesediaan Berkompromi, merupakan penentuan dari masing-

masing pihak sejauh mana untuk bersedia atau berkompromi 

dimana menginginkan sesuatu berbeda pada masing-masing 

stakeholders yand dapat menimbulkan konflik.  

• Komitmen, merupakan unsur utama kesuksesan dalam sebuah 

kolaboratif, sehingga harus dilakukan dengan benar sehingga 

dapat menghasilkan komitmen bersama. Hal ini menjadi kunci 

bagi para pemangku pentingan yang terlibat didalamnya dengan  

kolaborasi yang naik-turun dapat berhasil melalui tingkat 

komitmen yang dibangun. 

• Saling Percaya, merupakan hubungan yang dibangun dengan 

hubungan pada tindakan bagaimana tugas dilakukan, kata-kata 

diungkapkan, serta hasil yang diperhitungkan. Tanpa 

kepercayaan, kolaborasi tidak akan berjalan dengan semestinya. 

• Transparansi/ Pertukaran Informasi, merupakan prinsip dimana 

kebebasan atau menjamin akses yang terjamin sehingga dampak 

positif dapat diberikan dalam kolaborasi untuk meningkatkan 

pertanggungjawaban stakeholders sehingga akan berjalan efektif 

jika ada kontrol terhadap para pemegang otoritas. 

• Berbagi Pengetahuan, sebagai hal yang penting dalam suatu 

kolaborasi agar membantu meningkatkan penilaian yang 
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ditawarkan dari aktor yang terlibat. Kolaborasi ini juga dapat 

merperbaiki masalah yang dihadapi secara singkat atau 

memberikan jawaban lebih cepat 

Penelitian ini menggunakan konsep yang dikembangkan 

oleh Schöttle dkk., 2014 yang mengkaji tentang faktor yang 

berpengaruh dalam Collaborative Governance. Peneliti memilih 

konsep tersebut karena sesuai pada fokus penelitian tentang  

Collaborative Governance, dengan ditinjau pada 

pengimplementasiannya dimana ada enam komponen yang 

disampaikan oleh Schöttle dkk., 2014 sesuai dengan implementasi 

Collaborative Governance dalam inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru. 

 

C. KONSEP INOVASI PELAYANAN PUBLIK  

1. Pengertian Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting serta 

menjadikan kebutuhan karena bisa menanggulangi bermacam 

permasalahan masalah patologi birokrasi, peningkatan mutu 

pelayanan publik, mengoptimalkan mutu pelayanan aparatur, serta 

mengembalikan kepercayaan dalam publik (Afriyani et al., 2022, hal. 

149). Inovasi dalam metode pelayanan merupakan perubahan dalam 

hal interaksi maupun cara bera dalam pemberian pelayanan (Nasution 
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et al., 2022, hal. 705). Inovasi pada zona publik lebih ditekankan pada 

aspek revisi yang dihasilkan dari aktivitas inovasi tersebut ialah 

pemerintah sanggup membagikan pelayanan publik secara lebih 

efisien, efektif, bermutu, murah serta terjangkau (Nasution et al., 2022, 

hal. 706). Tujuan inovasi pelayanan publik yakni mengadakan 

pembaruan, kenaikan mutu pelayanan, dan penyederhanaan pada 

prosedur penerapan, tata cara, sistem, dan organisasi yang 

membagikan nilai positif kuntungan baik pada mutu serta kuantitas 

(Idwar, 2020, hal. 102).  

Dalam pelayanan publik, proses aktivitas yang berbentuk jasa 

dalam penyelenggaraan ataupun pengadaan suatu yang semula tidak 

terdapat namun sebab jadi kebutuhan warga yang terus 

diperjuangkan, sehingga kebutuhan itu jadi kepentingan yang tidak 

dapat ditawar- tawar lagi wajib masuk agenda setting pemerintah serta 

diprioritaskan untuk mengadakan ataupun sediakan tuntutan tersebut  

(Pai, F.P. Pangkey, M.S. & Tampi, 2016, hal. 5). pelayanan publik 

sesuatu perihal yang sangat mendasar untuk lembaga pemerintah 

selaku pelayan warga (public servant) memiliki kewajiban serta 

tanggung jawab untuk membagi pelayanan yang baik serta 

professional (Cahyadi & Baskoro, 2020, hal. 750) 

2. Indikator Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi di sektor publik adalah salah satu cara atau bahkan 

breakthrough dalam mengatasi hambatan organisasi sehingga sangat 
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dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yang semakin kompleks (Putri & 

Pambudi, 2018, hal. 73; Sellfia et al., 2021, hal. 591). Windrum 

mengelompokkan inovasi pada sektor publik pada enam kategori: (1) 

Inovasi Pelayanan: pelayanan yang baru atau kualitas yang 

ditingkatkan; (2) Inovasi Penyediaan Pelayanan: penyediaan layanan 

dengan cara yang baru dan berbeda. (3) Inovasi Administratif atau 

Organisasional: proses yang baru. (4) Inovasi Konseptual: 

memandang masalah dengan cara pandang yang baru dan menolak 

asumsi yang berlaku selama ini. (5) Inovasi Kebijakan: perubahan 

dalam pemikiran kebijakan atau intensi perilaku dan (6) Inovasi 

Sistemik: cara yang baru atau peningkatan pada sektor publik dalam 

menjalankan dan berinteraksi terhadap seluruh stakeholder (Ahfan & 

Ahfan, 2022, hal. 167) 

3. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3024 Tahun 2014 Tentang Inovasi 

Pelayanan Publik (Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, 2014, hal. 13), 

Jaringan Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari : 

1) Jaringan Inovasi Pelayanan Publik adalah ikatan kerjasama antar 

instansi yang memiliki minat dalam pengembangan inovasi 

pelayanan publik. 
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2) Jaringan Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari Kementerian/ 

Lembaga dan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Mitra Pembangunan. 

3) Ruang lingkup Jaringan Inovasi Pelayanan Publik meliputi 

informasi, perencanaan, anggaran, operasional, keberlanjutan, 

replikasi dan pengembangan kapasitas dan partisipasi 

masyarakat. 

4) Jaringan kerjasama dapat membentuk ikatan/simpul (hub) dan 

kolaborasi, baik regional, nasional dan internasional. 

4. Tipologi Inovasi Pelayanan Publik 

keberhasilan inovasi merupakan penemuan dan terapan melalui 

proses, produk pelayanan dan metode pelayanan baru sebagai hasil 

dari efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Inovasi produk berasal 

dari perubahan dalam bentuk sebuah pelayanan sementara inovasi 

proses berasal dari pembaruan kualitas yang menyeluruh dan 

berfokus pada kombinasi transformasi organisasi, prosedur, dan 

kebijakan yang diharuskan pada sebuah inovasi. Inovasi dalam 

metode pelayanan sebagai hal baru dalam berkomunikasi terhadap 

pemberian pelayanan. Inovasi dalam strategi atau kebijakan merujuk 

pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta melalui realitas yang 

ada. Jenis saat ini sedang berkembang adalah inovasi dalam korelasi 

sistem yang mencakup pembaruan dalam interaksi dengan pemangku 
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kepentinga atau sebuah transformasi dalam tata kelola pemerintahan 

(changes in governance) (Kurniawan, 2015, hal. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tipologi Inovasi Pelayanan Publik 

 

D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK BANTUKA’ BOSS 

1. Latar Belakang 

Inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss dilatarbelakangi karena 

rendahnya tingkat legalisasi usaha dimana beberapa kendala ini 

dibentuk karena jarak beberapa desa/ kelurahan secara kondisi 

geografis dan jarak antara kantor Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) yang 

berada di pusat pemerintahan dengan jarak 38,4 km ke arah utara 

Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi dan 74,6 km ke arah 

tenggara Desa Gattareng dengan kondisi medan yang sulit ditempuh 

ke kota Barru yang cukup jauh. 
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2. Tujuan 

Untuk mengakses kantor DPMPTSP Kabupaten Barru 

membutuhkan rata-rata waktu tempuh 3 sampai 4 jam ke pusat 

pemerintahan dengan biaya rata-rata Rp. 50.000–Rp.200.000. Waktu 

tempuh yang lama menjadikan kendala utama aksesibilitas biaya 

mengurus perizinan menjadi tinggi, cara mengakses pelayanan 

perizinan serta pemahaman masyarakat terhadap informasi yang 

masih rendah. Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan 

perizinan, mengurangi biaya proses pengurusan perizinan 

(transportasi dan konsumsi) yang sebelumnya rata-rata membutuhkan 

biaya Rp. 50.000 – Rp.200.000, efesiensi waktu pengurusan, 

menghindari calo dengan target Rp. 0,-. meningkatkan jumlah 

penerbitan izin. 

Kegiatan usaha diatas 75%, serta menjadi pusat informasi dan 

pendampingan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan layanan. 

Peningkatan UMKM terhadap akses layanan keuangan ditargetkan 

diatas 50% atau minimal 15% dari target SDGs Pemerintah 

Kabupaten. Peningkatan Akses UMKM ini dapat dicapai melalui 

kerjasama Program Bantuka Boss dengan mantri perbankan yang 

melakukan pendampingan langsung di Kantor Desa/Kelurahan untuk 

mendapatkan KUR. Kemudahan perizinan usaha dan akses layanan 

perbankan tentunya akan berpengaruh pada perbaikan 

usaha/pembukaan usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. 
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3. Deskripsi Inovasi  

Ide utama dari program ini adalah adalah untuk memberikan akses 

pelayanan yang lebih dekat, terjangkau, berkualitas, setara dan 

merata bagi masyarakat yang tinggal di seluruh wilayah Kabupaten 

khususnya daerah terpencil atau berjarak jauh dari pusat kota. 

Program ini juga menjadikan akses ke lembaga keuangan menjadi 

mudah dan lebih cepat. Olehya inovasi ini sesuai dengan kategori 1 

yakni Inovasi Pelayanan Publik yang inklusif dan berkeadilan..  

4. Adaptabilitas Inovasi 

Adaptabilitas Inovasi diadaptasi/direplikasi/ disesuaikan dan 

diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi direplikasi. 

Inovasi ini mudah direplikasi oleh pemerintah kecamatan, desa atau 

kelurahan karena hanya dibutuhkan sumber daya manusia dan 

sarana prasarana yang telah tersedia di Kecamatan, 

Desa dan Kelurahan. Pembukaan Front Office yang lebih 

representatif juga telah menjadi salah satu pengembangan layanan di 

desa dan kelurahan. Dari 7 kecamatan 1 desa dan 1 kelurahan yang 

dibentuk pada awal Agustus 2018, kini Bantuka Boss telah hadir di 40 

Desa dan 15 Kelurahan. Luasan replikasi ini sudah mencakup seluruh 

desa dan kelurahan di Kabupaten Barru yang dituangkan dalam Surat 

Keputusan Bupati Barru tentang Agen Perizinan (Bantuka Boss) 

Kecamatan, Desa ,Kelurahan Se kabupaten Barru tanggal 27 Januari 

2021 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama 
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antara DPMPTSP dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dan 

pengangkatan Petugas Bantuka Boss oleh masing-masing 

Pemerintah Desa / Kelurahan. 

 

E. KERANGKA PIKIR 

Collaborative Governance pada umumnya diketahui bahwa 

konsep dimana aktor publik dan privat yang bekerja sama dengan 

proses dan cara yang telah ditentukan dengan menghasilkan produk 

regulasi atau kebijakan yang tepat sasaran untuk masyarakat.  

BANTUKA’ BOSS (Bersama AgeN perizinan membanTU pelaKu 

usahA Bisa OSs) merupakan inovasi pelayanan publik dengan 

memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan  menjadikan askes 

masyarakat lebih dekat, lebih mudah, lebih cepat bagi masyarakat 

yang tinggal di daerah terjauh dari pusat kota. Penelitian ini 

membahas tentang Collaborative Governance dalam inovasi pelayan 

publik “BANTUKA’ BOSS (Bersama AgeN perizinan membanTU 

pelaKu usahA Bisa OSs)” Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative 

Governance dengan menggunakan beberapa indikator teori yang 

dimuat dalam kerangka pikir. Yang pertama tentang model 

Collaborative Governance dengan teori yang dikutip oleh Harahap 

dkk., 2022 yaitu (1) Aspek Konsensus; (2) Aspek Struktur; (3) Aspek 
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Interaksi; dan (4) Aspek Proses.  Selanjutnya, peneliti membahas 

tentang faktor yang berpengaruh dalam Collaborative Governance 

yang dikembangkan oleh (Schöttle et al., 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Inovasi Pelayanan Publik 
“BANTUKA’ BOSS (Bersama AgeN 

perizinan membanTU pelaKu 
usahA Bisa OSs” 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu & Tenaga 
Kerja (DPMPTSP) Kab. 

Barru 

Collaborative Governance 

Terwujudnya perizinan yang 
kolaboratif dan partisipatif  

Pemerintah 

▪ Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu & 
Tenaga Kerja 
(DPMPTSP) 
Kab.Barru  

Swasta/NGO 

▪ LSM/Yayasan Adil 
Sejahtera 

▪ DR BRI Cabang 
Barru 
 

Masyarakat 

▪ Agen Perizinan 
Pemerintah desa/ 
Kelurahan di Kab. 
Barru 

Aspek Collaborative 
Governance 

• Konsensus 
• Struktur 
• Interaksi 
• Proses 

 
Sumber : Harahap, dkk, 
(2022) 
 

Faktor Yang Berpengaruh dalam 
Collaborative Governance 

• Kesediaan Berkompromi 
• Komitmen 
• Saling Percaya 
• Pertukaran Informasi 
• Berbagi Pengetahuan 

 
Sumber : Schöttle, et al, (2014) 
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F. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Berdasarkan pada grafiki kerangka pikir yang telah disampaikan 

diatas, penelitian ini membahas tentang Collaborative Governance 

dalam inovasi pelayanan publik BANTUKA’ BOSS (Bersama AgeN 

perizinan membanTU pelaKu usahA Bisa OSs)” Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru 

Dimana berfokus untuk menganalisis pelaksanaan Collaborative 

Governance melalui aspek dan faktor yang berpengaruh sehingga 

menjadi pengembangan penelitian sebelumnya dengan beberapa 

temuan penelitian yang relevan tentang pelayanan publik perizinan 

dan peranan aktor didalamnya, tujuannya adalah agar pemerintah 

mampu mewujudkan perizinan yang kolaboratif dan partisipatif melalui 

inovasi pelayanan publik perizinan BANTUKA’ BOSS ini. Oleh karena 

itu, penelitian ini menggunakan landasan pengembangan teori 

Harahap dkk., 2022 serta menganalisis faktor yang berpengaruh 

dalam Collaborative Governance dengan menggunakan teori Schöttle 

dkk., 2014  

Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka pikir yang telah 

dikemukakan, maka deskripsi fokus pada penelitian ini dideskripsikan, 

sebagai berikut : 
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Aspek Collaborative Governance yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana implementasi yang terjadi setelah melaksanakan 

kolaborasi dengan berbagai pihak melalui penerapan suatu inovasi 

pelayanan publik Bernama BANTUKA’ BOSS (Bersama AgeN 

perizinan membanTU pelaKu usahA Bisa OSs)” Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Barru. Perubahan dapat terbentuk melalui perjanjian Kerjasama, 

terealisasinya program dan pemahaman Masyarakat tentang 

kemudahan pelayanan perizinan melalui inovasi yang telah dibentuk 

sebelumnya. 

 Adapun dalam penerapannya, aspek Collaborative Governance 

memiliki faktor yang berpengaruh, Dimana teori yang digunakan yaitu 

(Schöttle et al., 2014) terdiri dari  

Kesediaan Berkompromi, yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan penentuan dari masing-masing pihak tentang untuk saling 

bekerjasama. Salah satunya aktivitas inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss bertujuan mendekatkan pelayanan perizinan dan 

mengurangi biaya proses pengurusan perizinan  

Komitmen, yang dimaksud dalam penelitian ini kerjasama yang 

dibangun secara komperensif dan tetap pada agen perizinan 

pelaksana inovasi serta seluruh stakeholder yang bekerjasama 

didalam pelayanan publik tersebut. 
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Saling Percaya, yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai hubungan 

yang dibangun oleh DPMPTSP selaku pelaksana utama inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss dengan melibatkan beberapa stakeholder 

sehingga kolaborasi akan terus dijalankan dan membangun kepercayaan 

bersama. 

Pertukaran Informasi, yang dimaksud dalam penelitian ini dimana setiap 

stakeholder dalam pelayanan publik Bantuka’ Boss yang terlibat, dapat 

menjalankan, tugasnya sehingga dalam rangka meningkatkan 

pertanggungjawaban stakeholder sehingga berjalan efektif. 

Berbagi Pengetahuan, yang dimaksud dalam penelitian ini dimana 

kolaborasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini diciptakan agar dapat 

diberikan tanggapan sehingga memberikan penanganan masalah 

pelayanan publik yang lebih cepat. 

Untuk memahami dengan jelas, berikut ditampilkan tabel deskripsi 

fokus kedua indikator penelitian : 

Tabel 2.2 
Tabel Deskripsi Fokus Indikator Aspek Collaborative Governance 

N
o Dimensi Sub Dimensi Definisi Sub 

Dimensi Instrumen Alat Ukur Komponen 

1 Aspek 
Collaborative 
Governance 
Inovasi 
Pelayanan 
Publik 
BANTUKA’ 
BOSS di 
DPMPTSP 
Kabupaten 
Barru  

Konsensus Kesepakatan 
Bersama yang 
dibentuk 
dalam 
menetapkan 
tujuan 

Observasi 
partisipatif 
dan 
wawancara 
mendalam  

Pedoman 
wawancara 
FGD, 
observasi 

a. Kepercayaan 
b. Respon timbal 

balik 
c. Visi Jangka 

Panjang 
d. Persamaan 

Paradigma 
 

Struktur melibatkan 
dalam setiap 
unit aktor 
pemangku 
kepentingan 

Wawancara 
mendalam 
dan Focus 
Grup 
Discussion 

Pedoman 
wawancara 
dan Focus 
Grup 
Discussion 

a. Aturan 
b. Analisis 

Situasi 
c. Bergabung 

dalam 
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stakeholder 
dalam 
kolaborasi 
untuk 
menjalankan 
pelayanan 
publik 
Bantuka’ Boss 

(FDG) (FDG), 
observasi, 
dan 
disertai 
data 
pendukung 

Perencanaan 
d. Proses 

pengambilan 
Keputusan 

e. Resolusi 
Konflik 

 

Interaksi Memberikan 
kesempatan 
kepada 
seluruh aktor 
kolaborasi 
untuk 
menjalankan 
serta 
membangun 
komunikasi 
antar 
stakeholder 
dalam 
pelayanan 
publik 
Bantuka’ Boss 

Wawancara 
Mendalam, 
Observasi 
Partisipatif, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

Pedoman 
Wawancar
a 
Mendalam, 
Observasi, 
dan Focus 
Grup 
Discussio 
n (FDG) 

a. Pemahaman 
Bersama 

b. Refleksi, 
Evaluasi, dan 
penyempurna
an 

c. Komunikasi 
d. Pembagian 

Peran 
 
 

Proses Proses 
memobilisasi 
sumber daya 
dalam setiap 
aktor 
kolaborasi 
pada inovasi 
pelayanan 
publik 
Bantuka’ Boss 

Observasi 
partisipatif 
dan 
wawancara 
mendalam 

Pedoman 
wawancara 
FGD, 
observasi, 
disertai 
data yang 
pendukung 

a. Pembagian 
Sumber Daya 

b. Membangun 
Kapasitas 

c. Partisipasi 
dalam 
Kolaborasi 

d. Kesuksesan 
Bersama 

 
 

 

Tabel. 2.3 
Tabel Deskripsi Fokus Indikator Faktor yang berpengaruh dalam Collaborative 

Governance 

No Dimensi Sub Dimensi Definisi Sub 
Dimensi Instrumen Alat Ukur Komponen 

1 Faktor Yang 
berpengaruh 
Collaborative 
Governance 

Kesediaan 
Berkompromi 

Mengidentifikasi 
peran 
pemangku 
kepentingan 
dalam 
meminimalisir 
konflik dan atau 
dapat 
berkompromi 
dalam masalah 
di kolaborasi 

Wawancara 
Mendalam, 
Observasi 
Partisipatif, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

Pedoman 
Wawancara 
Mendalam, 
Observasi, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

a. Tidak ada aktor 
kolaborasi yang 
dirugikan 

b. Kesepakatan yang 
bersifat praktis 
 

Komitmen Mengidentifikasi 
kesuksesan 
kolaboratif 
melalui 
komitmen 
dengan 

Wawancara 
Mendalam, 
Observasi 
Partisipatif, 
dan Focus 
Grup 

Pedoman 
Wawancara 
Mendalam, 
Observasi, 
dan Focus 
Grup 

a. Integritas pada 
setiap aktor yang 
terlibat 

b. Kekuatan relasi 
antar aktor yang 
terlibat 
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melibatkan 
berbagai 
pemangku 
kepentingan 

Discussion 
(FDG) 

Discussion 
(FDG) 

Saling 
Percaya 

Mengidentifikasi 
dalam 
kolaborasi 
untuk saling 
percaya pada 
stakeholder  

Wawancara 
Mendalam, 
Observasi 
Partisipatif, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

Pedoman 
Wawancara 
Mendalam, 
Observasi, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

a. Batasan 
kepercayaan antar 
setiap aktor yang 
terlibat 

b. Keandalan setiap 
aktor yang terlibat 

Pertukaran 
Informasi 

Menjamin 
akses kepada 
seluruh 
pemangku 
kepentingan 
terhadap 
informasi dalam 
pelaksanaan 
wisata 
posyandu 

Wawancara 
Mendalam, 
Observasi 
Partisipatif, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

Pedoman 
Wawancara 
Mendalam, 
Observasi, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

a. Kesediaan 
aksebilitas 
dokumen 

b. Kejelasan dan 
kelengkapan 
informasi 

c. Kerangka regulasi 
yang menjamin 
transparansi 

Berbagi 
Pengetahuan 

Meningkatkan 
dan 
mengupdate 
sumber daya 
bagi seluruh 
pemangku 
kepentingan  
tentang 
pengelolaan 
wisata 
posyandu 

Wawancara 
Mendalam, 
Observasi 
Partisipatif, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

Pedoman 
Wawancara 
Mendalam, 
Observasi, 
dan Focus 
Grup 
Discussion 
(FDG) 

a. Peningkatan SDM 
pada setiap aktor 
yang terlibat 

b. Sarana yang 
diigunakan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dimana jenis penelitiannya yaitu studi kasus. 

Metodologi kualitatif yaitu tata cara dalam penelitian yang melahirkan 

pengamatan data deskriptif berupa hasil lapangan observasi atau 

transkrip hasil wawancara atau laporan Focussed Group Discussion 

(FGD), grafik, jaringan dengan tujuan memberikan gambaran tentang 

Collaborative Governance dalam inovasi layanan publik “Bantuka’ 

Boss” Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan tipe 

deskiptif dimana data penelitian yang dihasilkan secara rinci melalui 

suatu fenomena yang diteliti pada proses yang dilakukan sebelumnya 

yaitu pengumpulan data dan menemukan informasi dan dokumentasi 

terkait Collaborative Governance dalam pengembangan inovasi 

pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Barru tepatnya di 

Mall Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru, serta 



 

55 
 

 

instansi terkait dengan alasan untuk melakukan proses pengamatan 

dan penelitian secara langsung yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Collaborative Governance dalam inovasi pelayanan 

publik “Bantuka’ Boss”. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga 

sampai empat bulan berlangsung sejak Maret hingga Juni 2023. 

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

1. Unit Analisis 

a. Analisis Perencanaan 

Tahap persiapan dalam penelitian, yaitu peneliti mengurutkan 

rancangan penelitian, memilih lokus penelitian, kepengurusan 

surat perizinan, dan melaksanakan penelitian secara langsung di 

lokasi penelitian yang telah ditetapkan 

b. Analisis Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tahapannya yakni pengumpulan informasi 

atau data terkait pada fokus penelitian melalui proses analisis 

setelah data dikumpulkan 

c. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam tahap ini penelitian akan dideskripsikan dan dilampirkan 

dalam bentuk proposal setelah dilakukan seluruh rangkaian 

analisis data penelitian. Tahap laporan penelitian ini merupakan 

tahap akhir pada sebuah penelitian. 
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2. Penentuan Informan 

Pada penelitian ini, penentuan informan digunakan dengan teknik 

purposive sampling untuk memperoleh data yang relevan dan 

representatif. Selanjutnya dalam penelitian ini, Informan penelitian 

yang akan dikaji yaitu pelaksana inovasi pelayanan publik Bantuka’ 

Boss Kabupaten Barru, serta keterlibatan kolaborasi oleh agen 

perizinan dan stakeholder lainnya dijabarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Penentuan Informan 

No Aktor 
Kolabolator 

Rincian 
Informan Jumlah 

Metode 
Pengumpu

lan Data 

Informasi yang ingin 
diperoleh 

1. Pemerintah • Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 
(DPMPTSP) 
Kabupaten 
Barru 

1 Wawancara 
mendalam 

dan 
observasi 
partisipatif 

✓ Aspek Collaborative 
Governance yaitu 
Konsensus, Struktur, 
Interaksi, dan Proses 

✓ Faktor yang berpengaruh 
dalam Collaborative 
Governance yaitu 
Kesediaan Berkompromi; 
Komitmen; Saling 
Percaya; Pertukaran 
Informasi; dan Berbagi 
Pengetahuan;  

2. Non 
Government 
(Swasta) 

• Bank Rakyat 
Indonesia 
Cabang 
Barru (BRI) 

1 Wawancara 
mendalam 

dan 
observasi 
partisipatif 

✓ Aspek Collaborative 
Governance yaitu 
Konsensus, Struktur, 
Interaksi, dan Proses 

✓ Faktor berpengaruh 
dalam Collaborative 
Governance yaitu 
Kesediaan Berkompromi; 
Komitmen; Saling 
Percaya; Pertukaran 
Informasi; dan Berbagi 
Pengetahuan;  

3. 3 
3. 

 
NGO 

 
LSM/Yayasan 
Adil Sejahtera 

 
1 

 
Wawancara 
mendalam 

✓ Aspek Collaborative 
Governance yaitu 
Konsensus, Struktur, 
Interaksi, dan Proses 

✓ Faktor berpengaruh 
dalam Collaborative 
Governance yaitu 
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Kesediaan Berkompromi; 
Komitmen; Saling 
Percaya; Pertukaran 
Informasi;  

4. Masyarakat Agen Perizinan 
sebagai mitra 
DPMPTSP 
Kabupaten 
Barru 
• Kelurahan 

Matappawali
e 

• Kelurahan 
Lompo Riaja 

• Kelurahan 
Tuwung 

• Kelurahan 
Takkalasi 

• Kelurahan 
Bojo Baru 

• Desa 
Ajakkang 

• Desa 
Lipukasi 

7 Wawancara 
mendalam 

dan 
observasi 
partisipatif 

✓ Aspek Collaborative 
Governance yaitu 
Konsensus, Struktur, 
Interaksi, dan Proses 

✓ Faktor berpengaruh 
dalam Collaborative 
Governance yaitu 
Kesediaan Berkompromi; 
Komunikasi; Komitmen; 
Saling Percaya; 
Pertukaran Informasi; 
Berbagi Pengetahuan;  

Sumber: Pengembangan olah data oleh peneliti (2023) 
 
 
D. Sumber Data 

Sumber data di penelitian ini ada dua, yakni: data primer dan data 

sekunder. Berikut ini secara rinci dijelaskan :  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang peneliti peroleh dari sumber yang belum 

terkelola secara langsung. Adapun yang peneliti gunakan untuk 

mendapatkan data sekunder adalah dengan melakukan observasi dan 

wawancara mendalam pada lokasi penelitian.  Selain itu, data primernya 

seperti: rekaman dan hasil wawancara bersama informan berupa catatan, 

hasil observasi lapangan, mendapatkan dokumentasi dari peneliti, dan 

penelitian data informan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang sumber yang telah peneliti peroleh, 

sudah tersedia juga diolah. Data sekunder seperti laporan yang sudah 

diolah dan tersusun berbentuk arsip, buku, jurnal, laporan, dll. Adapun 

maksud dari data sekunder pada penelitian ini yakni pedoman pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi elektronik (OSS), Standar Pelayanan 

Perizinan berusaha terintegrasi elektronik melalui OSS, Formulir 

pendampingan perizinan berusaha, dan data lainnya yang terkait pada 

inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan upaya untuk pengumpulan 

berbagai data/informasi yang berhubungan terhadap fakta yang akan 

diteliti. Penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder, 

sehingga teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini, 

yaitu :  

1. Observasi yaitu pengumpulan data dimana proses penelitian 

yang dilaksanakan melalui pengamatan kondisi yang terkait pada 

obyek penelitian. Secara mendalam, peneliti melakukan proses 

pengamatan secara langsung terkait Collaborative Governance 

dalam pengembangan inovasi pelayanan publik “Bantuka’ Boss” 

DPMPTSP Kabupaten Barru. Observasi ini berfungsi bertujuan 
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untuk kelengkapan data penelitian apabila pengumpulan data 

tidak memungkinkan untuk diperoleh melalui wawancara. 

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 

umpan balik (tanya-jawab) terhadap narasumber untuk 

menghasilkan data baik dokumen terkait Collaborative 

Governance yang akan diteliti. Adapun yang menjadi narasumber 

dalam wawancara ini yaitu tiga aktor kolaborator dalam inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss terdiri dari Pemerintah, NGO, 

Swasta dan agen perizinan selaku masyarakat yang telah 

digambarkan dalam kerangka pikir penelitian ini. 

3. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

dengan pengkajian terhadap berbagai data baik dokumen pribadi 

maupun dokumen resmi, berbentuk visual maupun atau berupa 

tulisan yang terkait dengan masalah penelitian. Jenis 

dokumentasi diantaranya data perizinan usaha dan MoU 

pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan inovasi pelayanan 

publik, strategi pengembangan kolaborasi antar stakeholder 

dalam layanan publik Bantuka’ Boss” di Kabupaten Barru, 

regulasi Kerjasama antar seluruh aktor yang terlibat, serta 

struktur kegiatan pelayanan Bantuka’ Boss di DPMPTSP 

Kabupaten Barru, dll. Tujuan dilakukan metode ini agar 

memperoleh data konkret mengenai proses Collaborative 
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Governance dalam inovasi pelayanan publik perizinan di 

Kabupaten Barru. 

4. Studi pustaka, yaitu berasal dari hasil bacaan buku, artikel dari 

jurnal nasional dan internasional bereputasi yang menguatkan 

dan mendukung data penelitian 

5. Media Review, Media review dilakukan dalam penelitian ini 

untuk mengamati dimana pemberitaan, baik melalui media cetak 

atau media online terkait pada proses Collaborative Governance 

dalam inovasi pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Barru 

untuk memperoleh data riil yang selanjutnya menjadi data 

perbandingan yang diperoleh melalui teknik lain. 

 

F. Teknis Analisis Data 

Dalam riset tipe deskriptif, peneliti hendak memakai metode analisis 

deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui tiga tahapan 

yaitu : 

1. Reduksi Data, diawali dengan proses merangkum data penelitian 

melalui pemilihan beberapa hal yang pokok dan berfokus pada hal 

penting. Reduksi data ini, peneliti memiliah dan mengarahkan 

sehingga peneliti dapat memfilter data yang tidak dibutuhkan.  

2. Penyajian Data, dilaksanakan melalui pengkategorian dan 

penyusunan dalam pengumpulan data/informasi agar 

menghasilkan gambaran yang utuh dimana menjadi mudah untuk 
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menarik kesimpulan dan pengutipan tindakan penyajian data. 

Pelaksanaan dalam penelitian kualitatif ini adalah bentuk uraian 

singkat, grafik, hubungan antar kategori juga sejenisnya yang 

dimengerti dengan mudah. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses konfigurasi 

yang lengkap. Kesimpulan juga divalidasi oleh peneliti selama 

penelitian berlangsung yang bertujuan untuk memproses kembali 

hal-hal yang terlintas dalam analisis peneliti melalui tinjauan ulang 

pada rekapan catatan atau salinan suatu temuan lapangan yang 

disimpan dalam perangkat data yang berbeda.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data sangat mendukung hasil akhir penelitian, maka 

dibutuhkan teknik untuk memvalidasi keabsahan data. Melalui 

penelitian ini, keabsahan penemuan penelitian akan dikaji dengan 

menggunakan teknik triangulasi.  

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memverifikasi data 

sumber lain yang telah didapatkan sebelumnya. 

b. Triangulasi metode 

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh melaluu suatu 

sumber dengan penggunaan metode atau teknik tertentu, diuji 

tingkat keakuratan atau ketidak-akuratan. 
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c. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu yang dimakud disini kredibilitas data yang diuji 

dilakukan melalui verifikasi pada teknik pengumpulan data 

wawancara, observasi maupun teknik lainnya dengan waktu dan 

situasi yang tidak sama. 

 Selanjutnya, agar bias penafsiran pada proses pengumpulan 

dengan banyaknya data antara peneliti satu dengan peneliti 

lainnya tidak terjadi, bisa diatasi dengan pemakaian aplikasi yang 

dikembangkan oleh QSR International, yaitu NVivo. NVivo ialah 

seperangkat alat yang tersedia untuk pengelolaan data dari 

bermacam sumber yang berbeda secara terus-menerus dengan 

kelebihan pada pengelolaan data, pengkajian pustaka secara 

cepat, efisien, juga efektif, melakukan triangulasi serta membuat 

presentasi/visualisasi hasil riset. Sumber penelitian yang dicoba 

diantaranya buku, penelitian dalam bentuk laporan, dokumen-

dokumen sejarah, berbagai artikel jurnal, isi web, berita online, 

prosiding konferensi, memos, catatan lapangan, anotasi 

bibliografi, dan bahkan jurnal harian peneliti. 

 Salah satu metode untuk membantu para peneliti kualitatif 

dalam menganalisis data melalui bantuan aplikasi NVivo 12 Pro. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) impor 

data/sumber data, (2) coding data (4) coding comparison, (3) 

comparison diagram, (4) hierarchy chart, (5) penyajian hasil, dan 
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(6) penarikan kesimpulan (Edwards-Jones, 2014, hal. 194). 

Transkrip dikodekan secara deduktif terlebih dahulu, yaitu dimulai 

dengan tema yang berasal dari tinjauan pustaka (pengkodean 

awal), kemudian menambahkan lebih banyak kode (kode in-vivo) 

yang muncul dari data (Edelmann & Mergel, 2021, hal. 7) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Barru 

Kabupaten Barru adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota 

Barru. Tanggal 24 Pebruari 1960 merupakan tonggak sejarah yang 

menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tk. II Barru dengan 

Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 

tentang pembentukan. Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. 

Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4’0.5’35” lintang selatan 

dan 199’35” – 119’49’16” Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 

km2 (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 km sebelah utara Kota 

Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh 

melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. 

 Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan 

yaitu : Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete 

Rilau seluas 79,17 km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, 

Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km2, Kecamatan Mallusetasi 

seluas 216,58 km2,, Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km2, dan 

Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2. Selain daratan, terdapat juga 

wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km. 
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Gambar 4.1. Grafik luas menurut kecamatan di Kabupaten Barru Tahun 
2022, 7 kecamatan (dalam km2) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2023 

 

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Desa/Kelurahan, 

diantaranya, Barru-Tuwung berjarak 1 km, Barru-Takkalasi berjarak 14 

km, Barru-Ajakkang berjarak 20 km, Barru-Bojo Baru berjarak 46 km, 

Barru-Lipukasi berjarak 7 km, Barru-Lompo Riaja berjarak 26 km, dan 

Barru-Mattapawalie berjarak 30 km. 

Adapun hasil survei penduduk dalam dua tahun terakhir mengalami 

pertambahan penduduk, yaitu tahun 2021 dengan rincian penduduk 

sebanyak 185.252 jiwa, dan tahun 2022 dengan rincian penduduk 

sebanyak 186.910 jiwa. Data ini menunjukkan pertambahan penduduk 

dengan persentase sebesar 16,58% dibandingkan pada tahun 

sebelumnya.  

 Pada tahun 2022, struktur perekonomian Kabupaten Barru 

didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan 
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Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Industri 

Pengolahan. Posisi ke-5 pada periode sebelumnya sempat diduduki 

oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi di sepanjang tahun 

2020-2021.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga 
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barru (persen), 2018-

2022 
Sumber : (Badan Pusat Statistik Kab.Barru, 2020, hal. 372) 

Dalam aspek perdagangan, sebanyak 190 Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) telah diterbitkan dengan persentase sebanyak 44% 

berada di Kec.Barru. Kecamatan tanete riaja dan Soppeng Riaja 

merupakan kecamatan dengan penerbitan SIUP terkecil, yaitu sebanyak 
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7% masing-masing Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Tanete 

Riaja. Jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2022 mengalami penurunan 

77,78% dibanding tahun 2021. Sehingga banyak pelaku usaha yang 

memiliki Surat Ijin Usaha perdagangan dikabupaten Barru mengalami 

peningkatan yang pesat pada tahun 2021. Hal ini didukung oleh hadirnya 

aplikasi OSS (One Single Submission) yang memberikan pelayanan 

perizinan yang dapat diakses secara mudah dan cepat.  

 

 

 

 

Gambar 4.3. Jumlah penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Barru, 2018-2022 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kab.Barru, 2023, hal. 530) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Distribusi Surat Ijin Perdagangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru, 
2022 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kab.Barru, 2023, hal. 351) 
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Visi Kabupaten Barru adalah “Kabupaten Barru yang Sejahtera, 

Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”. Visi ini menjadi arah 

perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2020-2025 

dengan penjelasan makna visi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, 

kesehatan dan pelayanan dasar lainnya; 

2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan 

penguatan seni budaya lokal; 

3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya 

lokal; 

4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang 

berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah 

dan penanggulangan kemiskinan 

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and 

clean goverrnance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis 

teknologi dan informasi 

7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama 
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2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Barru  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) merupakan sebuah intansi di Kabupaten Barru provinsi 

Sulawesi Selatan yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan beberapa fungsi yaitu ; 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis operasional dan 

pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu. 

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan peraturan 

Daerah Kab. Barru nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 1) 

Visi Pembangunan Kabupaten Barru merupakan visi dan mis Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu gambaran 

kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan 

yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD 2005-2025 

Kabupaten Barru, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan 
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strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Barru, serta 

visi misi Bupati/Wakil Bupati. Untuk Visi Pembangunan Kabupaten 

Barru pada RPJMD 2021-2026 adalah :“Terwujudnya Kabupaten 

Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan 

Keagamaan”.  

Adapun misi DPMPTSP Kabupaten Barru berkaitan dengan tugas 

kedinasan yaitu meningkatkan daya saing menuju kemandirian 

ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan; dan mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan bersih (good and clean governance) serta pelayanan 

publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi. 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu 

oleh unsur pelaksana dengan susunan sebagaimana Struktur 

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Barru yang terdiri dari ; 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat terdiri atas:  

a) Subbagian Program dan Keuangan; dan 

b) Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia 

c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 
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d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri atas : 

Jabatan Fungsional; 

e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan 

Informasi Penanaman modal, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Barru 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru, 2022 

 

B. Hasil Penelitian 

Collaborative governance dalam pengembangan suatu inovasi 

pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting untuk 

menganalisis sejauh mana efektivitas kolaborasi yang dibentuk 

melalui keterlibatan stakeholder dalam rangka mewujudkan suatu tata 

Kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 
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beberapa bagian dari collaborative governance diantaranya, bagian 

aspek dan faktor berpengaruh collaborative governance. Oleh karena 

itu, dilakukan pengukuran pelaksanaan secara kualitatif collaborative 

governance dalam pelaksanaan pengembangan inovasi Bantuka’ 

Boss di Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Barru sebagai berikut; 

1. Aspek Collaborative Governance dalam Inovasi Pelayanan 

Publik Bantuka’ Boss 

Aspek Collaborative governance diartikan sebagai pemahaman 

kolaborasi sebagai lintas sektor melalui serangkaian kegiatan 

terhadap tujuan kolaborasi setelah sebelumnya menghasilkan 

kesepakatan awal yang akan dicapai. Adapun kolaborasi dalam 

inovasi pelayanan publik ini, terbagi menjadi tiga komponen, yaitu 

Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, sebagaimana yang 

ditampilkan dalam tabel berikut ini ; 

No Unsur/Jabatan Tugas 

1 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Barru 

Melaksanakan kegiatan 

perencanaan tim, 

penyusunan jadwal kegiatan, 

pelaksanaan kegiatan 

lapangan, pengkoordinasian 

stakeholder, melakukan 

monitoring, evaluasi, dan 

pemberian laporan 

2 Lembaga Swadaya Melaksanakan 
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Masyarakat (LSM) Yayasan 

Adil Sejahtera Sulawesi 

Selatan 

pengembangan peningkatan 

Sumber Daya Manusia 

dalam upaya peningkatan 

kualitas pelayanan publik, 

tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik dan reformasi 

birokrasi 

3 DR Bank BRI Cabang 

Kabupaten Barru 

Melakukan pendampingan 

dan pemberian Bantuan 

Usaha melalui Kredit Usaha 

Rakyat bagi Masyarakat 

4 Agen Perizinan (Petugas 

Bantu’ka Boss) 

Pelayanan dan pelaksanaan 

tugas agen perizinan, 

pendampingan pengisian 

OSS dan administrasi 

perizinan lainnya 

Tabel 4.1. Pembagian tugas Stakeholder  
Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023 

 

Collaborative governance dalam hal ini menjadi kondisi dimana 

pemerintah memenuhi segala tujuan melalui penggunaan 

kolaborasi, sehingga ideal kolaborasi tersebut meliputi aspek : 

a. Aspek Konsensus 

Konsensus diartikan sebagai kesepakatan tentang tujuan 

bersama dimana dalam penepatan tujuan ini melalui 

pendekatan sub-kelompok platform Kerjasama dengan 

keterlibatan pemerintah, Lembaga Non pemerintah, swasta, 

dan masyarakat yang harus mampu disinergikan terhadap 
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berbagai urusan kebutuhan publik, dengan membangun 

kepercayaan, respon timbal balik, visi, serta persamaan 

paradigma. Dalam penilaian terhadap aspek consensus pada 

proses kolaborasi dalam inovasi pelayanan publik Bantuka’ 

Boss ini, stakeholder yang terlibat memaparkan alasannya 

untuk terlibat dalam kolaborasi inovasi ini sebagai berikut : 

 

Gambar 4.6 Crosstab Indikator Aspek Konsensus 
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan hasil dari olah data menggunakan fitur crosstab 

software Nvivo Pro, yang dianalisis melalui hasil data wawancara. Alasan 

stakeholder ingin terlibat dalam kolaborasi adalah aspek kepercayaan 

dengan presentase tertinggi sebesar 32%, dimana juga yang memuat 

alasan lainnya adalah respon timbal balik sebesar 29%, visi jangka 

Panjang dengan persentase sebesar 21% dan persamaan paradigma 

sebesar 16%. Hasil ini diperoleh dari beberapa informan yaitu dari Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Barru, Petugas Bantuka Boss Desa Ajakkang, Desa Lipukasi, 

Kelurahan Matappawalie, Kelurahan Tuwung, Kelurahan Takkalasi, dan 

Kelurahan Bojo Baru, Bank BRI Cabang Barru, dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat/Yayasan Adil Sejahtera. 

 Data diatas, bersangkutan pada hasil wawancara Bersama 

informan SW selaku Staf Tenaga Pendamping OSS Dinas Penanaman 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru : 

“Program inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini dilaksanakan 
bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan sebagai mitra 
utama dalam pelaksanaan pendampingan perizinan berusaha bagi 
masyarakat. Kemudian dukungan dari LSM/Yayasan Adil Sejahtera 
yang berperan dalam pemberian bimbingan teknis OSS dan 
pelayanan prima bagi agen perizinan.” (Hasil Wawancara 08 Maret 
2023) 

 

 Informan SW mengungkapkan alasan keterlibatannya ikut 

berkolaborasi dalam inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini adalah 

sebagai terobosan dalam kemudahan pelayanan perizinan berusaha 

menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai regulasi 

ini melalui penempatan mitra agen perizinan di Desa/Kelurahan masing-

masing juga pembimbingan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu serta LSM/Yayasan Adil Sejahtera. Hal ini menjadi 

dibentuknya kolaborasi dengan berbagai pihak pada aspek kepercayaan 

yang diharapkan menjadi adapun atas permasalahan dari pada latar 

belakang dibentuknya inovasi ini adalah persoalan jarak tempuh yang 
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mengorbankan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Dalam proses 

kolaboratif, pihak stakeholder harus mengembangkan pemahaman 

bersama mengenai apa saja yang dapat dicapai bersama secara kolektif, 

dimana dapat dimanifestasikan melalui kesepakatan, pendefinisian 

masalah, maupun pengetahuan relevan yang dibutuhkan untuk mengatasi 

masalah (Astari et al., 2019, hal. 13) 

 Pernyataan diatas juga sejalan pada hasil wawancara yang 

disampaikan oleh FL selaku Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu yaitu : 

“Iya, tentunya berkomitmen Bersama stakeholder terkait bagaimana 
memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan izin usaha. 
Tentunya inovasi ini dilandasi dengan persoalan jarak domisili 
masyarakat untuk datang melegalisasi usahanya, sehingga 
dibentuklah agen perizinan. Kemudian diberikan SK dan pelatihan 
yang diberikan oleh LSM dan memudahkan masyarakat untuk 
akses ke Bank, baik masyarakatnya secara langsung maupun, 
Pihak Bank datang ke kantor desa/kelurahan.” (Hasil wawancara 
07 Maret 2023) 

 
 Lebih lanjut juga disampaikan Dinas Penamaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru untuk berkomitmen 

memberikan pelayanan sesuai apa yang menjadi Standar Operasional 

Prosedur berbasis OSS di Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang terlampir dalam Surat 

Keputusan Kepala DPMPSTPK Kabupaten Barru Nomor 

30/SK/DPMPTSPK/II/2020 yang memuat tentang dasar hukum, 

persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu 

penyelesaian, biaya tarif, sarana/prasarana, fasilitas, kompetensi 
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pelaksana,pengawasan internal,penanganan pengaduan, jumlah 

pelaksana, jaminan pelayanan, keamanan dan evaluasi.  

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bukan hanya dilakukan 

berbagai keputusan, tetapi meningkatkan kemampuan aparat terhadap 

pemberian pelayanan (Mahsyar, 2011, hal. 85). Oleh karena itu, AK 

menjelaskan tentang fokus keterlibatan agen perizinan Desa Lipukasi 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam Inovasi pelayanan 

publik ini, antara lain sebagai berikut :  

“Tugasnya adalah untuk memberikan pemahaman dimana pada 
awalnya masyarakat lebih memilih menggunakan SKU daripada 
penerbitan NIB melalui OSS dimana pelayanan izin terbaru ini 
memanfaatkan teknologi, penggunaan e-mail sehingga banyak 
yang masih bingung bahkan pelaku usaha mikro ada beberapa 
yang tidak mengunakan handphone” (Hasil Wawancara 02 Maret 

2023) 
 

 Dari hasil wawancara dengan AK, bahwa petugas bantuka boss 

memiliki keterlibatan dalam pencapaian tujuan daripada inovasi pelayanan 

publik Bantuka’ Boss untuk memberikan pemahaman dan kepercayaan 

kepada masyarakat dalam penggunaan dan pendampingan perizinan 

berusaha berbasis OSS, meskipun di awal terbentuknya inovasi ini, masih 

banyak pelaku usaha yang belum terbiasa beradaptasi dengan sistem 

baru oleh Pemerintah Pusat tentang regulasi perizinan berusaha.  

Collaborative Governance melibatkan pembagian tugas, dimana 

setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung 

jawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Siti Fatimah, 2021, hal. 126). 
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Informan SW dari hasil wawancara, juga menguatkan pernyataan AK, 

bahwa bentuk keterlibatan stakeholder, khususnya dalam inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss ini adalah untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat bahwa sistem terbaru pelayanan 

berizinan berusaha ini sudah berbasis online melalui aplikasi Online 

Single Submission (OSS) dan dikarenakan banyak masyarakat belum 

mengetahui ditambah dengan jarak antara setiap daerah yang berbeda-

beda, sehingga akses mereka ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan biaya kepengurusan perizinan 

yang tinggi sehingga berdampak pada rendahya legalisasi usaha. 

 

 “Inovasi dari Bantuka’ Boss ini adalah bertujuan untuk 
mempermudah, misalnya daerah terjauh yaitu Kecamatan 
Pujananting apakah benar disana ada usaha, namun dengan 
adanya agen perizinan mereka bisa tau bahwa benar adanya 
masyarakat memiliki usaha didaerah tersebut. Setidaknya dengan 
adanya agen perizinan ini memberikan awareness bagi masyarakat 
dengan tidak semata-mata mendapatkan NIB tanpa benar adanya 
memiliki usaha. Karena jika ada masyarakat yang langsung datang 
ke kantor DPMPTSP kami belum bisa memastikan bahwa benar 
warga ini memiliki usaha” (Hasil Wawancara, 08 Maret 2023) 

 
 Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Barru melakukan kerjasama dengan Lembaga Non 

Pemerintah Yayasan Adil Sejahtera dimana kegiatan ini dilaksanakan 

dalam rangka pemberian teknis OSS dan pelayanan publik lainnya dalam 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Barru. 

Kegiatan pemberian teknis OSS tersebut ditunjukkan dalam dokumentasi 
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sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi OSSTahun 2021 dan 2022 
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru (2023) 

Pengaturan collaborative governance memiliki potensi untuk 

memanfaatkan pengetahuan dari berbagai sumber yang lebih luas dan 

memberikan akses yang lebih besar kepada orang dan institusi. Dengan 

demikian, mereka menawarkan kesempatan untuk meningkatkan 

legitimasi kebijakan (Supriyanto et al., 2021, hal. 13702). Sehingga, untuk 

mencapai aspek konsensus atau tujuan dalam pengembangan inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss ini adalah melibatkan mitra masyarakat 

sebagai agen perizinan atau agen perizinan dan Lembaga Non 

Pemerintah Yaitu Yayasan Adil Sejahtera dalam ini. Seperti yang 

disampaikan dalam wawancara oleh YB sebagai berikut : 

“Manfaat melakukan Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru bagi Yayasan 
Adil Sejahtera adalah Meningkatkan pengalaman dan informasi 
terkait hambatan dalam penerapan OSS, serta wujud dalam 
pencapaian visi Yayasan Adil Sejahtera” (Hasil Wawancara, 14 

Juni 2023) 
 
 Selanjutnya, adapun dalam visi jangka Panjang pencapaian 

konsensus atau tujuan pada aspek collaborative governance dapat 
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diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa pengembangan inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemudahan akses masyarakat/UMKM ke Lembaga Keuangan, Seperti 

yang disampaikan oleh MA selaku sekretaris operasional kredit BRI 

Cabang Barru sebagai berikut : 

“Keterlibatan pihak Bank itu merupakan salah satu persyaratan 
mendapatkan kredit. Jadi kemitraannya dari pelaku usaha ke pihak 
bank. Untuk mendapat kredit harus memiliki izin usaha yang 
diterbitkan di Kantor Dinas Perizinan atau Desa/Kelurahan” (Hasil 
Wawancara, 08 Mei 2023) 

 
Sehingga, dengan adanya agen perizinan dan penggunaan aplikasi 

OSS ini, maka memudahkan masyarakat untuk datang ke 

desa/kelurahannya masing-masing dimana dilakukan pendampingan 

perizinan berusaha berbasis resiko secara online.  

 Untuk Kabupaten Barru, terdapat tujuh kecamatan di Kabupaten 

Barru, dimana masyarakat dapat menjangkau agen perizinan dalam 

lingkungannya masing-masing, seperti yang ditampilkan dalam tabel 

sebagai berikut : 

No Kecamatan Jumlah Agen Perizinan 
1 Kecamatan Mallusetasi 

✓ Kelurahan Bojo Baru 

✓ Kelurahan Mallawa 

✓ Kelurahan Palanro 

✓ Desa Bojo 

✓ Desa Kupa 

✓ Desa Cilellang 

✓ Desa Manuba 

✓ Desa Nepo 

 
8 

2 Kecamatan Soppeng Riaja  
7 
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✓ Kelurahan Kiru-Kiru 

✓ Kelurahan Mangkoso 

✓ Desa Ajakkang 

✓ Desa Paccekke 

✓ Desa Batu Pute 

✓ Desa Siddo 

✓ Desa Lawallu 

3 Kecamatan Balusu 

✓ Kelurahan Takkalasi 

✓ Desa Lampoko 

✓ Desa Binuang 

✓ Desa Madello 

✓ Desa Balusu 

✓ Desa Kamiri 

 
6 

4 Kecamatan Barru 

✓ Kelurahan Tuwung 

✓ Kelurahan Mangempang 

✓ Kelurahan Sepe’E 

✓ Kelurahan Coppo 

✓ Kelurahan Sumpang Binangae 

✓ Desa galung 

✓ Desa Palakka 

✓ Desa Siawung 

✓ Desa Tompo 

✓ Desa Anabanua 

 
10 

5 Kecamatan Tanete Rilau 

✓ Kelurahan Tanete 

✓ Kelurahan Lalolang 

✓ Desa Garessi 

✓ Desa Lipukasi 

 
10 
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✓ Desa Tellumpanua 

✓ Desa Lalabata 

✓ Desa Pao-Pao 

✓ Desa Corawali 

✓ Desa Pancana 

✓ Desa Lasitae 

6 Kecamatan Tanete Riaja 

✓ Kelurahan Lompo Riaja 

✓ Desa Mattirowalie 

✓ Desa Lompo Tengah 

✓ Desa Lempang 

✓ Desa Harapan 

✓ Desa Kading 

✓ Desa Libureng 

 
7 

7 Kecamatan Pujananting 

✓ Kelurahan Mattapawalie 

✓ Desa Pujananting 

✓ Desa Gattareng 

✓ Desa Bacu Bacu 

✓ Desa Bulo-Bulo 

✓ Desa Pattappa 

✓ Desa Jangan jangan 

 
7 

4.2 Tabel Jumlah Agen Perizinan di setiap Kecamatan Se-Kabupaten Barru 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru, 

dan diolah oleh peneliti, 2023 

 

Sehingga peningkatan jumlah perizinan berusaha, yang dirangkum 

dalam tujuh desa/kelurahan setiap kecamatan di Kabupaten Barru 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.8 Data Penerbitan Perizinan Berusaha Petugas Bantuka Boss 

Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

 Dari hasil data penerbitan OSS yang telah ditampilkan, memuat 

bahwa semua Desa/Kelurahan mengalami pelonjakan perizinan berusaha 

di Tahun 2022, dimana setahun setelah diluncurkannya inovasi Bantuka’ 

Boss ini sehingga aspek konsensus dimana tujuan untuk memudahkan 

perizinan dan meningkatkan akses masyarakat ke Lembaga keuangan 

menjadi lebih mudah. Maka, dari hasil pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini memenuhi 

aspek consensus dalam collaborative governance melalui pencapaian 

tujuan inovasi dengan melibatkan stakeholder didalamnya. 

b. Aspek Struktur 

Aspek struktur yang dimaksud dalam collaborative governance ini 

adalah sejauh mana keterlibatan seluruh stakeholder yang berperan 
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dalam inovasi ini, dimana pelaksanaannya tercermin dalam sistem 

kepemimpinan dan mekanisme yang dilaksanakan sehingga dapat 

menunjukkan sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss ini. Berikut merupakan hasil analisis 

data berdasarkan olah data software NVivo; 

 

Gambar 4. 9  Crostabb Query Struktur 
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan hasil dari olah data menggunakan fitur crosstab 

software Nvivo Pro, yang dianalisis melalui hasil data wawancara. Pada 

aspek struktur dalam kolaborasi ini menjelaskan bahwa inovasi pelayanan 

publik Bantuka’ Boss ini didasarkan pada aturan dengan hasil presentase 

sebesar 27%, kemudian disusul dengan resolusi konflik dalam inovasi ini 

sebesar 23%. Selanjutnya bergabung dalam perencanaan 21%, analisis 

situasi pada aspek struktur ini sebesar 17%, Adapun proses pengambilan 

keputusan dalam aspek struktur ini hanya sekitar 10%. Sehingga pada 

aspek ini, indikator pengambilan keputusan dengan keterlibatan seluruh 
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stakeholder belum memenuhi. Hal ini dapat diamati melalui hasil 

wawancara MA dari Lembaga keuangan/Bank BRI Cabang Barru dimana 

secara lebih mendalam menjelaskan keterlibatan dalam inovasi ini; 

“Keterlibatan pihak Bank itu merupakan salah satu persyaratan 

mendapatkan kredit, tapi kalau untuk Kerjasama khusus itu belum ada. 
Jadi kemitraannya dari pelaku usaha ke pihak bank. Untuk mendapat 
kredit harus memiliki izin usaha yang diterbitkan di Kantor Dinas Perizinan 
atau Desa/Kelurahan. Jadi secara langsung belum ada” (Hasil 
wawancara, 07 Mei 2023) 
 

Collaborative governance merupakan kegiatan yang mengikat antar 

berbagai pihak terkait, baik sebagai mitra dan rekan kerja dalam 

mewujudkan pencapaiann suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan 

kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan 

barang dan pelayanan (N. L. Y. Dewi, 2019, hal. 205). Hal ini juga 

diperkuat dengan wawancara Bersama YB dari Yayasan Adil Sejahtera 

terkait keterlibatan dalam inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini; 

“Kerja sama lainnya yang terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di 
Kabupaten Barru” (Hasil wawancara, 14 Juni 2023) 
 

Lebih lanjut dipaparkan bahwa Yayasan Adil Sejahtera 

bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas pelayanan 

publik, dan secara khusus untuk inovasi ini kerjasama melalui pemberian 

bimbingan teknis terkait sistem OSS. Meskipun demikian, sebagaimana 

tujuan dibentuknya inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan 
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perjanjian kerjasama atau MoU dengan agen perizinan Desa/Kelurahan di 

Kabupaten Barru. Berikut ditampilkan dokumentasi MoU dalam 

pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Bentuk Komitmen Stakeholder 
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Barru (2023) 

 

Dengan perjanjian kerjasama/MoU diatas, menguatkan keberadaan 

agen perizinan Desa/Kelurahan. Penunjukan pemuda/warga lokal juga 
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memberikan pengaruh sosial terhadap keberlanjutan program ini. Hal ini 

pun dikuatkan dalam wawancara dengan FL selaku Kepala Seksi 

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Barru;  

“Memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan system pemilihan agen 

perizinan yaitu diangkat oleh kepala desa/ kelurahan dimana perekrutan 
pegawainya dapat melalui staf desa/kelurahan maupun dari masyarakat” 

(Hasil Wawancara 07 Maret 2023). 

 Selain itu, salah satu indikator dalam aspek struktur pada inovasi ini 

berdasarkan analisis fitur crosstab NVivo 12 pro bahwa,aspek struktur 

dimana keterkaitannya terhadap kepemimpinan menggambarkan jelas 

bahwa kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dengan membentuk inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini 

menjadi pengaruh besar untuk memecahkan permasalahan dengan 

membentuk kolaborasi. Selain itu juga perlunya pendampingan yang masif 

ke masyarakat dengan penguatan kerjasama terhadap agen perizinan 

sehingga memudahkan akses ke Lembaga keuangan/Bank dan 

masyarakat diberikan penyampaian informasi dan pengawasan melekat.  

 

 

 

 

Gambar 4.11  Crostabb Query Struktur – Resolusi Konflik 
Sumber : Data yang diolah peneliti 
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 Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa aspek struktur dalam pengembangan inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss berdasarkan aturan dimana hal ini dikuatkan melalui 

adanya perjanjian kerjasama dengan stakeholder sebagai dasar 

dibentuknya pelayanan publik Bantuka’ Boss,dengan acuan melalui aturan 

terbaru sistem pelayanan perizinan berusaha secara online dengan 

aplikasi Online Single Submission (OSS). Oleh karena itu, hadirnya 

inovasi pelayanan publik ini dengan keterlibatan para stakeholder, menjadi 

dasar untuk memberikan kemudahan mekanisme perizinan kepada 

masyarakat. 

c. Aspek Interaksi 

Aspek interaksi yang dimaksud dalam collaborative governance ini 

adalah komunikasi yang dibangun dalam suatu kolaborasi secara berkala 

termasuk membahas tentang perkembangan dan kesenjangan yang ada. 

Sehingga aspek ini akan dianalisis sejauh mana kolaborasi yang dibangun 

pada komunikasi yang dibentuk dalam pengembangan inovasi pelayanan 

publik Bantuka’ Boss. Berikut merupakan hasil analisis data berdasarkan 

olah data software NVivo; 

 

 

 

Gambar 4.12 Crostabb Query Aspek Interaksi 
Sumber : Data yang diolah peneliti 
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  Dari hasil analisis NVivo diatas, maka dapat dijabarkan bahwa 

aspek interaksi yang dibangun yaitu ada empat hal, dimana didominasi 

dengan pemahaman bersama tentang progress dan pengembangan 

inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini, sebesar 30% kemudian 

disusul dengan komunikasi itu yang dibahas terkait alur dari kolaborasi 

pelayanan publik, pembagian peranan didalamnya. Aspek interaksi pun 

juga terdapat indikator refleksi, evaluasi, dan penyempurnaan tentang 

inovasi pelayanan publik ini.  

Bentuk pemahaman bersama yang dibangun merupakan persamaan 

interaksi dalam rangka membangun tujuan pada inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss ini. Artinya semua stakeholder memiliki peranan masing-

masing dalam proses pelayanan perizinan berusaha secara online, 

dengan agen perizinan sebagai mitra utama masyarakat dan penyedia 

sarana/prasana lainnya terkait dengan proses perizinan berusaha 

tersebut. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh FL selaku Kepala Seksi 

Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, menyampaikan : 

 “Kembali lagi pada tujuan dibentuknya inovasi pelayanan publik, 
yaitu mendekatkan pelayanan perizinan serta masyarakat tidak perlu 
mengeluarkan banyak biaya untuk prosesnya, dan paling terpenting untuk 
menghindari calo juga. Sehingga hal ini menjadi kesepakatan Bersama 
untuk menjalankan inovasi ini secara Bersama-sama sehingga 
mewujudkan peningkatan UMKM terhadap akses layanan keuangan” 

(Hasil Wawancara 07 Maret 2023). 
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 Oleh karena itu, pemahaman bersama yang dimaksud, dikuatkan 

lagi melalui komunikasi antar stakeholder terkait bagaimana peranan yang 

dilakukan masing-masing. Berdasar pada analisis yang dihasilkan oleh 

fitur crosstab software NVivo 12 Pro, tentang bentuk komunikasi seluruh 

stakeholder terhadap inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini sebagai 

berikut;  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Crostabb Query Aspek Interaksi- Komunikasi 
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

 Berdasarkan hasil penelitian menggunakan fitur crostabb software 

NVivo 12 Pro, bahwa komunikasi stakeholder mendapatkan  umpan balik, 

salah satunya adalah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru melakukan kunjungan secara 

langsung untuk meninjau tentang program inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss ini, salah satunya kunjungannya dilakukan di Kelurahan 

Mattapawalie, Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, secara geografis 



 

91 
 

 

juga berada paling jauh dari Kota Barru, seperti diungkapkan oleh 

informan BT, yang mengatakan ; 

“Pernah, tahun 2022 yang lalu pihak DPMPTSP datang, dimana 

kegiatannya juga mewawancarai terkait pelayanan OSS ini di 
kantor kelurahan Mattapawalie. Berapa jumlah masyarakat yang 
mendaftarkan di OSS” (Hasil Wawancara 07 Maret 2023). 

 

 Informan BT menjelaskan bahwa pihak DPMPTSP Kabupaten 

Barru melakukan kunjungan dalam rangka untuk melakukan peninjauan 

sejauh mana penerapan layanan Bantuka’ Boss bisa dapat terlaksana dan 

diketahui secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini juga untuk 

memastikan terlaksananya inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini 

sesuai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang tercantum dalam SK 

Bupati Barru Nomor 153/DPMPTSP/11/2022 tentang SOP Perizinan 

Berusaha dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Barru. 

 Meskipun sistem, mekanisme, dan prosedur telah diatur dalam 

Standar Operasional Prosedur berbasis OSS oleh DPMPTSP Kabupaten 

Barru, namun agen perizinan dalam perkembangannya, masih memiliki 

kendala terkait prosedur memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 

masyarakat, sehingga agen perizinan dapat mendapatkan informasi 

melalui situs OSS itu sendiri untuk memudahkan dalam hal proses 

pelayanan. Oleh karena itu, hal ini juga diungkapkan oleh NH selaku agen 

perizinan Kelurahan Takkalasi, informasi menyampaikan : 
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Untuk mendapatkan informasi tentang OSS ya bisa dibuka 
diinternet, masalah KBLI-nya kami pun sebagai agen perizinan juga 
kadang bingung entah masuk dimana untuk jenis usahanya dimana 
satu item misalnya pertanian, ada ternak sapi dan ternak sapi 
banyak macamnya, ada penggemukan, pemotongan, berbeda-
beda KBLI-nya itu. Seperti jual campuran juga, biasa juga dikasi 
masuk jual gas elpiji, makan-minum beda KBLI-nya, banyak sekali 
KBLI, dan juga tidak boleh sembarangan. Setiap KBLI yang dibuka, 
ada keterangannya dibawah, Hal itu yang tidak dimengerti oleh 
masyarakat. Bahkan pihak-pihak Bank saja tidak mengerti. (Hasil 
wawancara 09 Maret 2023) 

 
 

Dalam membangun aspek interaksi, telah dijelaskan pada aspek 

konsensus, bahwa inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss membangun 

tujuan inovasi ini sebagai bentuk kemudahan kepada masyarakat untuk 

memiliki legalitas usaha dengan sistem perizinan berusaha online atau 

menggunakan OSS sebagai penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), 

dengan mengadakan bimbingan teknis. Namun masih ada beberapa agen 

perizinan juga yang belum dapat memetakan dengan baik jenis usaha 

masyarakat sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan 

Indonesia, sehingga memerlukan informasi baik melalui agen perizinan 

DPMPTSP Kabupaten Barru, maupun yang diakses melalui website OSS 

seperti yang ditampilkan dalam media review sebegai berikut : 
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Gambar 4. 13  Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 OSS 
Sumber: Website OSS 

 

Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian oleh LSM/Yayasan Adil 

Sejahtera selaku stakeholder yang memberikan bimbingan teknis dan 

pemberian informasi tentang OSS ini, bahwa akan memberikan kendala 

bagi penggunanya jika belum memahami OSS ini secara keseluruhan, 

seperti yang diungkapkan dengan wawancara bersama YL selaku 

pelaksana tugas Yayasan Adil Sejahtera, sebagai berikut : 

“Mudah bagi yang paham teknologi, dan paham mengenai proses 
dan tata cara sistem OSS” (Hasil wawancara, 14 Juni 2023) 

 

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

aspek interaksi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ 

Boss ini berfokus membangun pemahaman bersama dalam rangka 

membangun tujuan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss baik, dalam 
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bentuk penyampaian informasi kepada seluruh stakeholder, maupun 

terhadap kendala pelaksanaan didalamnya terhadap sistem perizinan 

berbasis online tersebut. Dalam hal ini, pihak Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan peninjauan lapangan untuk 

melihat progress dan mendata daripada kinerja agen perizinan sehingga 

dapat menjadi evaluasi dalam inovasi ini. 

d. Aspek Proses 

Aspek proses yang dimaksud dalam collaborative governance ini adalah 

mobilisasi atau pembagian sumber daya dalam suatu melalui sejumlah 

rangkaian, baik dalam manajemen, keterlibatan antar stakeholder dan 

masyarakat, maupun bantuan teknis lainnya yang mendukung sebuah 

pengelolaan layanan dan suatu pemenuhan kebutuhan dasar dalam 

pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss. Berikut 

merupakan hasil analisis data berdasarkan olah data software NVivo; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 Crostabb Query Proses 
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 



 

95 
 

 

 Berdasarkan hasil analisis crosstab query pada software NVivo 12 

Pro, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek proses collaborative 

governance dalam pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ 

Boss ini mengacu kepada empat indikator penelitian, dimana persentase 

tertinggi aspek prosesnya yaitu partisipasi dalam kolaborasi sebesar 32%, 

kemudian proses collaborative governance tentang membangun 

kesuksesan bersama, pembagian sumber daya, dan membangun 

kapasitas. Dalam hasil analisis tersebut menjelaskan bahwa sebagian 

besar stakeholder berpartisipasi dalam kolaborasi, dimana dalam 

pengembangannya terkait inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini. Hal 

ini disampaikan oleh informan NH, selaku agen perizinan Kelurahan 

Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru menjelaskan; 

 

“Proses kerjasama atau koordinasi Lewat Whatsapp, ada grup. 
Sama dengan bertingkat resiko menengah, menengah rendah, 
menengah tinggi, dan tinggi. Jadi kalau saya menengah rendah 
dengan rendah langsung dilanjut tapi kalau saya menengah tinggi 
dengan tinggi saya pasti konsultasi dengan pihak kabupaten, 
seperti apa prosesnya dan saya menggunakan KBLI yang mana, 
resikonya seperti ini, saya harus lanjut atau tidak. Kalau agen 
perizinan kabupaten bilang lanjut, maka saya lanjut. Tapi kalau 
levelnya tinggi saya arahkan ke Agen Perizinan Kabupaten.” (Hasil 

wawancara, 09 Maret 2023) 
 

Informan ES selaku selaku agen perizinan Kelurahan Bojo Baru, 

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru juga menguatkan penjelasan 

informan NH terkait proses partisipasi antara agen perizinan dengan 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Barru, sebagai berikut; 

 
“Kerjasamanya ya menjalankan tugas masing-masing, sebagai 
agen perizinan melayani Masyarakat pelaku usaha untuk dapat izin 
usahanya dibantu dinas perizinan tentang sistem OSSnya” (Hasil 
wawancara, 02 Mei 2023) 

 
Dalam prosedurnya, masyarakat melakukan pendampingan 

pelayanan perizinan berbasis online tersebut, dalam rangka untuk 

mendapatkan modal maupun menambahkan modal usaha ke lembaga 

keuangan/Bank. Sebagaimana dalam prosedur ini dijelaskan oleh 

informan AK selaku agen perizinan Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete 

Rilau, Kabupaten Barru; 

“Itu kemarin ada masyarakat usaha ternak, mau ambil modal usaha 
50 Juta namun usahanya itu kan nda sesuai dengan modal yang 
diminta, maka diminta untuk menambah agar ada patokan bagi 
Bank sehingga mudah di ACC oleh pihak bank bahwa pelaku 
usaha mengambil modal 50 juta karena memiliki dua usaha yang 
dibangun. Ternak sapi tapi kalau dua potong saja sapinya, lalu 50 
juta mau diambil, pastinya pihak bank juga akan 
mempertimbangkan.” (Hasil wawancara, 02 Mei 2023) 

 
Sejalan dengan hasil wawancara bersama informan diatas, untuk 

mewujudkan kesuksesan bersama dengan stakeholder yang terlibat, 

maka dibangun akuntabilitas dan penyelesaian-penyelesaian atas kendala 

yang dihadapi pada inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini, yaitu 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alur proses 

pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS serta menjaga kerahasiaan 

data pelaku usaha. Seperti yang disampaikan oleh CF selaku agen 
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perizinan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;  

“OSS ini memang membutuhkan keaslian data semua jadi kami 
pasti bertanggung jawab atas setiap data yang dimasukkan karena 
sudah menjadi legalitas juga untuk pelaku usaha” (Hasil 

Wawancara 10 Maret 2023) 
 

Collaborative Governance sebagai model yang menguraikan secara 

mendetail terkait dengan promosi dan kelembagaan kolaborasi antara 

organisasi terkait (Gordon et al., 2020, hal. 3). Melalui komitmen yang 

dibangun, maka pada aspek proses ini terdapat mobilitas sumber daya 

stakeholder dalam pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ 

Boss ini, berdasarkan analisis crosstab software NVivo 12 Pro sebagai 

berikut; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4. 16.  Crostabb Query Proses-Pembagian Sumber Daya 
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

 Data diatas mengungkapkan, bahwa mobilitas sumber daya dalam 

aspek kolaborasi pada stakeholder, salah satu diantaranya untuk 

membangun komitmen personal dalam rangka terus mengembangkan 

inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss tersebut. Sebagaimana yang 
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diungkapkan oleh informan FL oleh Pihak Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru sebagai berikut; 

“Sebagai pelayan masyarakat, sudah menjadi tugas dari setiap 
staff dan juga sebagai petugas bantuka boss untuk memberikan 
pelayanan masyarakat sehingga, komitmen itu  terbangun dari 
seluruh agen perizinan, kami hanya memfasilitasi dan membantu 
memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan inovasi 
pelayanan publik Bantuka’ Boss ini” (Hasil Wawancara, 07 Maret 

2023) 
 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan aspek 

kolaborasi yang dibentuk oleh stakeholders kolaborasi pada 

pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru yakni 

partisipasi stakeholder dalam kolaborasi pada inovasi ini, terutama oleh 

Agen perizinan, didukung oleh mitra LSM/Yayasan Adil Sejahtera dalam 

rangka meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan prosedur 

pelayanan OSS. Selain itu, aspek proses ini menitiberatkan kepada 

mobilisasi sumber daya yang dibangun melalui komitmen secara personal 

didukung oleh strategi yang komperensif oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru, sehingga inovasi ini dapat terus 

terlaksana. 

Oleh karena itu, berikut ini pembagian peranan stakeholder antara 

pemerintah, swasta, dan masyarakat digambarkan dalam tabel sebagai 

berikut : 
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Stakeholder Tugas Sumber Daya  

Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan 

OPD teknis perizinan 

Melaksanakan kegiatan 

perencanaan tim, 

penyusunan jadwal 

kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan lapangan, 

pengkoordinasian 

stakeholder, melakukan 

monitoring, evaluasi, dan 

pemberian laporan 

• Otoritas 

• Legitimasi 

• Regulasi  

Lembaga Swadaya 

Masyarakat  

Melaksanakan 

pengembangan peningkatan 

Sumber Daya Manusia 

dalam upaya peningkatan 

kualitas pelayanan publik, 

tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik dan 

reformasi birokrasi 

• Organisasi 

• Kontrol 

Sosial 

 

Pihak Perbankan Melakukan pendampingan 

dan pemberian Bantuan 

Usaha melalui Kredit Usaha 

Rakyat bagi Masyarakat 

• Perusahaan 

• Modal 

Agen Perizinan Pelayanan dan pelaksanaan 

tugas agen perizinan, 

pendampingan pengisian 

• Pengaruh 

Masyarakat 
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OSS dan administrasi 

perizinan lainnya 

 
Tabel 4.3.  Mapping Stakeholder Collaborative Governance Inovasi Pelayanan Publik Bantu’ka 

Boss  
Sumber : Data yang diolah peneliti, 2023 

  

 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah disampaikan 

diatas, menghasilkan temuan yakni collaborative governance dalam 

pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru 

dilaksanakan sesuai dengan teori pengembangan aspek Collaborative 

Governance oleh Harahap, dkk. 

 

2. Faktor yang berpengaruh Collaborative Governance dalam 

Inovasi Pelayanan Publik Bantuka’ Boss 

Faktor yang berpengaruh Collaborative governance diartikan 

sebagai pemahaman kolaborasi lintas sektor yang berbeda-beda, 

dimana faktor-faktor tersebut memberikan kesimpulan akhir yang juga 

berbeda-beda. Berikut ini dijelaskan tentang faktor yang berpengaruh 

collaborative governance, khususnya dalam inovasi Pelayanan Publik 

Bantuka’ Boss Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Barru; 
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a. Kesediaan Berkompromi 

Kesediaan berkompromi sebagai penentuan sejauh mana daripada 

lintas sektor dalam kolaborasi untuk berkompromi atau bersepakat 

dimana setiap lintas sektor memiliki pemahaman yang berbeda-beda. 

Berikut ditampilkan hasil data olahan software NVivo 12 Pro. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.17. Crostabb Query Kesediaan Berkompromi  
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

 Berdasarkan hasil olahan data software NVivo 12 Pro, dengan 

penggunaan fitur crostabb, dapat diketahui yaitu terdapat pemahaman 

antar aktor yang berbeda-beda, dimana sistem pelayanan elektronik 

dalam perizinan berusaha saat ini dengan aplikasi OSS, pada hasil 

penelitian lapangan sebanyak 36% masih melayani penggunaan Surat 

Keterangan Usaha, dengan pemahaman stakeholder antara agen 

perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Barru, serta Lembaga Keuangan yang tidak 

menegaskan secara selaras aturan SKU baik sebagai legalitas maupun 

syarat masyarakat pelaku usaha untuk mengambil Kredit Usaha Rakyat di 
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Bank. Seperti yang dijelaskan oleh SW selaku Agen Pendamping OSS 

Kabupaten Barru sebagai berikut : 

 “Pemahaman masyarakat sampai saat ini yang bukan cuman pihak 
masyarakat tapi pihak Lembaga keuangan (Bank) dimana banyak pelaku 
usaha yang mengurus surat izin usaha dengan kebutuhan untuk 
mendapatkan pinjaman ke bank. Penerbitan izin usaha ini berbasis online, 
ada kendala jaringan, down system, dan segala macam kendala, banyak 
yang tidak mau menunggu dan mereka tetap mau menerbitkan izin usaha 
manual atau melalui tanda-tangan. Izin usaha manual tersebut pun tetap 
disetujui oleh pihak perbankan padahal sebenarnya surat edarannya yaitu 
tidak boleh menerbitkan izin usaha manual” (Hasil wawancara, 08 Maret 
2023) 
 
 
 Informan SW menjelaskan bahwa adanya kolaborasi antar 

stakeholder yang belum sejalan sehingga penerbitan Surat Keterangan 

Usaha ini masih dilaksanakan oleh beberapa agen perizinan, baik itu 

karena Sistem OSS itu sendiri yang tidak dapat diakses, maupun 

kebutuhan masyarakat yang sudah mendesak ditambah kebijakan pihak 

perbankan yang tetap menerima kebijakan kedua persyaratan legalitas 

perizinan usaha baik dengan perizinan berusaha OSS berbasis resiko, 

maupun Surat Keterangan Usaha. Salah satu agen perizinan menguatkan 

hal ini melalui hasil wawancara sebagai berikut; 

“Respon masyarakat awalnya tidak menerima penerbitan izin OSS 
ini, maunya yang SKU saja, hal itu juga disebabkan karena 
permintaan dari pihak Bank yang lebih menyarankan masyarakat 
pelaku usaha untuk SKU saja. Sehingga ketegasan pimpinan saja 
kami terapkan. Karena memang ada surat edarannya dari 
kabupaten juga menghimbau di grup untuk jangan membuat SKU, 
karena jika ada ada masalah kembali ke pimpinan. Kami tidak 
bertanggung jawab” (Hasil Wawancara, 09 Maret 2023) 

 



 

103 
 

 

 Sementara itu, menurut MA, selaku sekretariat operasional kredit 

Bank BRI Cabang Barru, menjelaskan bahwa kolaborasi tentang regulasi 

yang ditetapkan di perbankan secara khusus belum dilaksanakan, dimana 

Surat Keterangan Usaha sebagai syarat, lebih lanjut disampaikan alasan 

masih menerima SKU masyarakat pelaku usaha dalam hasil wawancara 

sebagai berikut : 

“Sebab, untuk mengantisipasi jika pelaku usaha mengajukan KUR 
hanya usaha fiktif saja. Oleh karena itu, kami lebih percaya SKU 
dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa daripada surat izin 
online melalui OSS yang ditandatangani versi barcode melalui 
pusat. Yang terpenting menjadi syarat adalah surat keterangan 
usaha dari masyarakat” (Hasil Wawancara 08 Mei 2023) 

 
 
 Selain itu, masyarakat pelaku usaha juga melakukan proses 

pendaftaran kepada agen perizinan jika masyarakat sudah mendesak 

untuk memperoleh Surat Perizinan Berusaha OSS, sehingga terkadang 

didalam prosesnya, OSS bisa saja terkendala sistem, dan hal itu memicu 

beberapa agen perizinan tetap melayani Surat Keterangan Usaha kepada 

masyarakat. Hal ini dikeluhkan juga salah satu agen perizinan yaitu 

informan BA Kelurahan Matappawalie Kecamatan Pujananting, Kabupaten  

Barru pada hasil wawancara sebagai berikut : 

“Sangat disayangkan juga kepada masyarakat pelaku usaha 
datang untuk mengurus jika dalam keadaan sangat mendesak, 
tidak mempersiapkan sebelumnya jikalau nantinya dibutuhkan, jika 
butuhnya saat itu datang ke kantornya dihari itu juga. Belum lagi 
jika menemui masalah misalnya NIK pelaku usaha tersebut belum 
terdaftar” (Hasil wawancara, 02 Mei 2023) 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka disimpulkan bahwa faktor 

yang berpengaruh pada segi kesediaan kompromi yang ada dalam 
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stakeholders kolaborasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss yakni belum terbentuk kesepakatan secara bersama-sama 

dalam legalitas surat perizinan berusaha online atau Nomor Induk 

Berusaha OSS sebagai syarat untuk pihak berbankan, sehingga 

masyarakat mendesak agen perizinan masih mentoleransi penerbitan 

Surat Keterangan Usaha dan belum ada penegasan dan pengawasan 

yang melekat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Barru. 

b. Komitmen 

Komitmen sebagai penentuan kesuksesan kolaborasi dengan 

komitmen atau keterikatan tanggung jawab melalui keterlibatan 

stakeholder yang ada. Berikut ditampilkan hasil data olahan software 

NVivo 12 Pro sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.18. Crostabb Query Komitmen  

Sumber : Data yang diolah peneliti 
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 Berdasarkan hasil olahan data NVivo Software 12 Pro, ditampilkan 

bahwa faktor yang berpengaruh dalam kolaborasi antar stakeholder yaitu 

terdapat empat poin, dimana komunikasi antar stakeholder mendapat 

persentase tertinggi sebesar 48%, disusul dengan anggaran yaitu intensif 

bagi Agen perizinan sebesar 25%, juga sumber daya manusia yang 

terbatas serta, tidak memiliki struktur organisasi yang jelas dalam 

pelayanan publik Bantuka’ Boss ini. Sejalan dengan faktor yang 

berpengaruh pada aspek kesediaan berkompromi, hal ini juga dibuktikan 

berdasarkan hasil wawancara dengan AK selaku agen perizinan Desa 

Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sebagai berikut : 

“Menurut saya, perlu koordinasi antara DPMPTSP dengan pihak 
bank, sebenarnya juga muncul sharing informasi melalui grup 
whatsapp tentang kebijakan penggunaan SKU yang masih diterima 
oleh Bank sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. 
Karena Desa/Kelurahan pun cenderung masih melayani pemintaan 
masyarakat untuk menggunakan SKU berdasarkan perintah 
Lembaga Keuangan”. (Hasil wawancara, 02 Mei 2023) 

 
 
 Kurangnya komunikasi antar stakeholder dan koordinasi terkait 

pelayanan publik Bantuka’ Boss ini terutama kebijakan terkait penggunaan 

Surat Keterangan Usaha (SKU) dikalangan agen perizinan disebabkan 

karena dorongan dari Lembaga Keuangan atau pihak Perbankan yang 

masih melonggarkan bagi masyarakat selaku nasabah dalam 

mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, intensif bagi agen 

perizinan juga menjadi keluhan tersendiri, dimana hal ini menjadi 

perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. Berdasarkan rincian dana yang dianggarkan oleh DPMPTSP 
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Kabupaten Barru, pada tahun 2019 hingga tahun 2021, yaitu 

penganggaran untuk service excellence dengan dana Rp. 59.465.500 dan 

pada tahun 2021 dilakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi OSS 

dengan dana Rp. 29..295.500. Namun, alokasi khusus prasarana bagi 

agen perizinan belum dianggarkan. Sebagaimana keluhan ini disampaikan 

oleh informan AH selaku agen perizinan Kelurahan Lompo Riaja, 

Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai berikut; 

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pihak 
DPMPTSP sebaiknya memberikan penyediaan prasarana khusus 
bagi agen perizinan agar memberikan kemudahan bagi para agen 
untuk pelayanan khusus perizinan saja, kemudian agen perizinan 
juga sebaiknya ada dana yang dianggarkan mengingat kalau hanya 
satu orang saja yang menangani terkadang tidak selalu stand by di 
kantor” (Hasil wawancara Rabu, 04 Mei 2023) 

 

 Namun, menurut LSM/Yayasan Adil sejahtera, bahwa intensif tidak 

diberikan untuk mencegah terjadinya pungli didalam pelayanan publik 

Bantuka’ Boss ini, sehingga komitmen DPMPTSP dalam segi anggaran 

untuk agen perizinan perlu dilakukan komunikasi antar stakeholder 

dengan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah, efisien, 

dan gratis. Sebagaimana diawal latar belakang dibentuknya inovasi ini 

juga untuk mencegah terjadinya pungutan liar. Berikut disampaikan 

secara terperinci informan YB yang menjadi saran atau masukan bagi 

DPMPTSP Kabupaten Barru, pada hasil wawancara sebagai berikut : 

“Menjaga integritas petugas bantuka boss, memastikan tidak ada 
pungutan biaya dalam proses penerbitan perizinan berusaha yang 
dilakukan petugas” (Hasil wawancara, Jumat 16 Juni 2023) 
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 Selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada aspek komitmen antar 

stakeholder kolaborasi dalam inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss ini 

adalah sumber daya terbatas.  Hal ini disampaikan berdasarkan hasil 

wawancara dengan YB oleh LSM/Yayasan Adil Sejahtera selaku pihak 

pemberian bimbingan teknis OSS, sebagai berikut; 

“Tidak semua, karena beberapa peserta yang belum paham 
dengan teknologi informasi masih bingung dalam penerapannya.” 
(Hasil wawancara, Jumat 16 Juni 2023) 

 

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan SW selaku agen pendamping 

OSS Kabupaten Barru, menambahkan tentang kondisi sumber daya yang 

ada oleh DPMPTSP sebagai berikut : 

“Sumber daya ini dari DPMPTSP tersebut hanya beberapa staff 
dibandingkan dengan 7000 lebih UMKM yang ada di Kabupaten 
Barru. Jadi belum bisa dijangkau secara keseluruhan untuk 
dilakukan pengawasan. Tetapi, dinas terkait juga membantu 
melakukan pengawasan baik aduan dari masyarakat maupun 
usaha fiktif” (Hasil wawancara, 08 Maret 2023) 

 
Hal ini dibuktikan dalam dashboard database OSS berbasis resiko 

Kabupaten Barru, salah satunya ditampilkan status perizinan yang 

didokumentasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Dashboard OSS Tahun 2021 hingga Bulan Maret Tahun 2023 
Sumber : Data yang diolah peneliti 
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Berdasarkan hasil analisis diatas, maka disimpulkan bahwa faktor 

yang berpengaruh pada segi komitmen yang ada dalam stakeholders 

kolaborasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss 

yakni, sejalan dengan indikator faktor yang berpengaruh kolaborasi antar 

stakeholder kesediaan berkompromi, dimana komunikasi antarstakeholder 

yang belum berjalan secara maksimal dalam rangka menguatkan 

kolaborasi terkait pelayanan perizinan berusaha online ini, terlebih pada 

sumber daya. 

c. Saling Percaya 

Saling percaya sebagai proses menjalin hubungan antar 

stakeholder yang dibangun melalui tindakan, tugas yang dilakukan, serta 

hasil yang diperhitungkan. Tanpa kepercayaan, kolaborasi tidak akan 

berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ditampilkan hasil data olahan 

software NVivo 12 Pro; 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20  Crostabb Query Saling Percaya  
Sumber : Data yang diolah peneliti 
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 Gambar diatas merupakan hasil dari analisis software NVivo 12 Pro 

pada fitur Crostabb Query, dimana menunjukkan bahwa bahwa sebagian 

besar keterlibatan stakeholder masih terdapat kurangnya pengawasan 

dalam pelayanan publik Bantuka’ Boss ini, sejalan dengan faktor yang 

berpengaruh kesediaan kompromi dan komitmen, sehingga pelaksanaan 

pelayanan perizinan online ini masih membutuhkan evaluasi, diantara 

komponen lainnya yang terkait yaitu masyarakat pelaku usaha menjadi 

kurang percaya dengan sistem OSS dimana, beberapa data penting yang 

harus diisi, jika dibandingkan dengan lampiran data di Surat Keterangan 

Usaha.  

Hal ini juga menjadi bagian turunnya tingkat kepercayaan 

masyarakat untuk mengurus perizinan online melalui OSS, dan beberapa 

lebih memilih menggunakan SKU. Sehingga peranan stakeholder dalam 

hal ini perlu dikuatkan terutama dalam kesamaan komitmen tentang 

regulasi. Selain itu, penyalahgunaan data rentan terjadi, dimana OSS ini 

hanya menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat, 

sehingga siapa saja dapat mendaftarkan hal ini. Oleh karenanya, 

stakeholder yang terlibat juga perlu membuat kesepakatan dalam rangka 

menjaga dan melindungi data pengguna, sehingga pihak perbankan akan 

sepenuhnya untuk mempersyaratkan OSS ini sebagai legalitas perizinan, 

bukan menggunakan Surat Keterangan Usaha lagi.  

Pada dasarnya kepercayaan dibangun antara aktor kolaborasi 

bermula dari kepercayaan diri sendiri. Saling percaya menjadi modal 
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utama dalam proses kolaborasi (Andriani & Islamy, 2021, hal. 203). 

Namun yang ini disampaikan oleh AK, selaku Agen perizinan Desa 

Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, menyampaikan 

sebagaimana berikut : 

“Untuk masalah yang ditemui terkait perizinan usaha ini yaitu 
penyalahgunaan data NIK. NIKnya sudah terpakai padahal pemilik 
NIK tersebut belum pernah mendaftarkannya untuk membuat izin 
usaha baik secara online maupun melalui surat keterangan usaha 
dari desa/kelurahan. Oleh karena itu, prosedurnya setiap pelaku 
usaha wajib untuk mengurus langsung ke agen perizinan. Dan jika 
ingin diwakilkan, harus melakukan komunikasi interaktif melalui 
telepon untuk memastikan bahwa benar datanya dipakai untuk 
melakukan izin usaha” (Hasil wawancara, Selasa 02 Mei 2023) 

 
 Oleh karena itu, stakeholder yang terlibat dapat memberikan 

edukasi yang lebih lanjut tentang mekanisme pengaduan yang diatur oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam 

buku panduan pedoman pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik (OSS), dengan skema ditampilkan dibawah ini : 

  

 

 

 

 

Gambar 4.21.  Mekanisme Pengaduan OSS  
Sumber : (Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023, hal. 12) 
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 Permasalahan lainnya juga terkait dengan pergantian beberapa 

agen perizinan, sehingga hal ini juga dapat mengurangi efektivitas kinerja 

petugas, dimana diawal agen perizinan ini diberikan pelatihan secara 

mendalam tentang sistem OSS ini, dan sistemnya juga terus mengalami 

perkembangan. Hal ini dikuatkan oleh CF, selaku agen perizinan 

Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai berikut; 

“Karena kami disini dua orang, Cuma satu orang saja yang pernah 
ikut pelatihan. Saya masih baru jadi belum pernah ikut pelatihan. 
Hanya diajarkan oleh rekan agen perizinan yang pernah ikut”. 
(Hasil wawancara, 10 Maret 2023) 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka disimpulkan bahwa faktor 

yang berpengaruh pada segi saling percaya yang ada dalam stakeholders 

kolaborasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss 

yakni kurang pengawasan yang masif baik tentang informasi dan regulasi 

daripada OSS ini, serta pembaruan agen perizinan yang belum berjalan, 

baik pembaharuan perjanjian kerjasama, dan pengawasan yang lebih aktif 

dilapangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan 

OSS di Kabupaten Barru. 

d. Pertukaran Informasi 

Pertukaran informasi  diartikan sebagai prinsip kebebasan yang 

terjamin sehingga dampak positif dapat diberikan dalam kolaborasi untuk 

meningkatkan pertanggungjawaban stakeholder sehingga akan berjalan 

efektif.  
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Gambar 4.22 Crostabb Query Faktor Yang berpengaruh – Pertukaran Informasi 
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

Gambar diatas merupakan analisis melalui software NVivo 12 Pro  

crosstab query. Beberapa alasan kendala dalam kolaborasi ini adalah 

kurangnya sosialisasi dengan persentase sebesar 54% dan akses 

informasi dengan persentase 42%. Hasil ini diperoleh oleh Informan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru 

dan Agen perizinan. Sosialisasi yang hanya dilaksanakan kepada agen 

perizinan dan perusahaan makro yang ada di Kabupaten Barru, 

menjadikan masyarakat pelaku usaha mikro terkendala dalam melakukan 

akses pendaftaran Nomor Induk Berusaha pada perizinan berusaha 

online.  Sebagaimana yang disampaikan oleh informan ES, agen 

perizinan Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru 

sebagai berikut; 

“Tidak ada sosialisasi ke masyarakat dari pihak DPMPTSP langsung, 
karena biasa sekarang itu mendesak baru mau ambil, kadang juga 
bersamaan tidak bagus jaringan. Online itu otomatis bukan yang 
bertanda tangan dari Kelurahan langsung dari Pusat, tanda tangan 
barcode. Sosialisasi ke masyarakat yang belum ada. Masyarakat 
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cenderung dalam waktu yang mendesak datang baru mengurus 
apalagi ada yang tidak online KTP nya. Di cek sebelum datanya 
apakah sudah online atau belum biar tidak sulit nanti mengurusnya” 
(Hasil Wawancara, Selasa 02 Mei 2023) 

 

 Demikian pula, dalam proses tata kelola kolaboratif akan mendapat 

manfaat dari penciptaan dan peningkatan informasi (Gonçalves et al., 

2021, hal. 2427), sehingga peranan stakeholder dalam membangun 

sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha sebagai penerima manfaat, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh para agen perizinan menyebabkan 

hambatan dalam penerapan sistem pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi elektronik di Kabupaten Barru dan hal ini dapat menimbulkan 

problematika tidak transparannya pelayanan OSS dan memberikan jalan 

masih menerimanya penerbitan SKU oleh para agen perizinan. 

 Selain itu,kurangnya sosialisasi juga menyebabkan masyarakat 

tidak mengetahui secara keseluruhan informasi-informasi terkait 

perubahan sistem pelayanan perizinan dari penerbitan Surat Keterangan 

Usaha menjadi penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online 

Single Submission (OSS) di internet. Informasi tersebut pun juga masih 

terbatas, disebabkan seluruh Desa/Kelurahan tidak memiliki website 

khusus dan hanya pemanfaatan media sosial Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru. Berikut ini 

ditampilkan dalam dokumentasi sebagai berikut : 
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Gambar 4.23. Dokumentasi Informasi OSS di media sosial DPMPTP Kabupaten Barru 
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru (2021) 

 

 Namun media sosial tersebut, belum sepenuhnya menjangkau 

informasi dan dapat cepat dipahami khususnya masyarakat pelaku usaha 

di Kabupaten Barru. Hal tersebut diperkuat oleh informan NH selaku agen 

perizinan Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru; 

“Semuanya ada di internet, OSS itu KBLI nya bisa dilihat di 
websitenya , tapi Masyarakat masih banyak belum mengerti juga. 
Kalau kami websitenya belum ada”. (Hasil wawancara, Kamis 09 
Maret 2023)” 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka disimpulkan bahwa faktor 

yang berpengaruh pada segi pertukaran informasi dan akses informasi 

yang ada dalam stakeholder kolaborasi pengembangan inovasi pelayanan 

publik Bantuka’ Boss yakni kurangnya sosialisasi secara menyeluruh 

kepada masyarakat. Dengan demikian hal ini termasuk dalam hambatan 

kolaborasi pelayanan publik Bantuka’ Boss. 



 

115 
 

 

e. Berbagi Pengetahuan 

Berbagi Pengetahuan diartikan untuk meningkatkan pemahaman serta 

memperbaiki masalah yang dihadapi oleh stakeholder kolaborasi. Berikut 

ditampilkan hasil analisis penelitian menggunakan NVivo Software 12 Pro 

sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24  Crostabb Query Faktor Yang berpengaruh – Berbagi Pengetahuan 
Sumber : Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pembaruan fitur OSS 

menjadi salah satu kendala dalam pelayanan publik Bantuka’ Boss ini, 

dimana telah dijelaskan secara terperinci tentang sistem, mekanisme, dan 

prosedur dalam standar pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru. Selain itu, juga beberapa fitur OSS 

yang belum dapat dipahami secara mandiri bagi masyarakat pelaku 

usaha. Seperti yang dijelaskan oleh informan SW selaku agen 

pendamping izin berusaha Kabupaten Barru, sebagai berikut; 
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“Sebenarnya pendaftaran OSS ini mudah, cepat, tapi yang menjadi 
kendala yaitu penentuan kegiatan usaha (KBLI). Jadi pihak 
DPMPSTSP membuatkan grup tersebut untuk memudahkan 
komunikasi. Contohnya agen perizinan menanyakan KBLI, maka 
kami memberikan jawaban yang sesuai. Satu jenis usaha terdapat 
berbagai macam klasifikasi didalamnya. Oleh karena itu resiko 
menengah tinggi diharapkan bisa melakukan proses izin usahanya 
langsung di Klinik OSS dan Investasi DPMPTSP Kabupaten Barru”. 
(Hasil wawancara, Selasa 08 Maret 2023) 

 
 
 Diawal launchingnya inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss, 

terdapat banyak fitur-fitur yang belum dimiliki oleh masyarakat pelaku 

usaha, sehingga menghambat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan NH, agen perizinan 

Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru; 

“Kemarin itu pakai e-mail, harus ada e-mail, jadi masyakarat yang 
belum paham dibuatkan. Tapi karena waktu itu masih berjalan, 
dipelajari terus, dan mengalami pembaharuan terus, akhirnya sampai 
sekarang bisa melalui Whatsapp, tapi e-mail tetap kita minta karena 
biasa kan suatu saat kalau mau ditambah usahanya kan harus dibuka 
lagi disitu”. (Hasil wawancara, Selasa 09 Maret 2023) 

 
 
 LSM/Yayasan Adil Sejahtera menyampaikan strategi dalam rangka 

peningkatan penilaian dari pelayanan publik ini yaitu membutuhkan 

komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, serta senantiasa 

dilakukan monev dan bimbingan bagi petugas karena OSS masih dalam 

tahap penyempurnaan. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka disimpulkan bahwa faktor 

yang berpengaruh pada segi berbagi pengetahuan yang ada dalam 

stakeholders kolaborasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss yakni kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang 
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penggunaan OSS ini, sehingga aspek berbagi pengetahuan terpenuhi dan 

butuh penanganan melalui perencanaan dan penguatan kolaborasi dari 

stakeholder. 

Adapun pemaparan hasil penelitian yang telah disampaikan, 

menghasilkan temuan bahwa faktor yang berpengaruh collaborative 

governance dalam pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ 

Boss pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Barru diterapkan sesuai dengan teori Collaborative 

Governance oleh Schootle, dkk. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Aspek Kolaborasi dalam Pengembangan Inovasi Pelayanan 

Publik Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru 

Hasil penelitian mengungkapkan aspek konsensus yang 

berkolaborasi di antara stakeholder dalam pengembangan Pelayanan 

Inovasi Publik Bantuka’ Boss di Kabupaten Barru dapat mewujudkan 

peningkatan perizinan dan akses masyarakat dalam mengurus perizinan 

di daerahnya masing-masing. Peningkatan perizinan ini didukung melalui 

respon timbal balik dan dukungan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 

Yayasan Adil Sejahtera dalam rangka pemberian bimbingan teknis serta 

Standar Operasional Prosedur berbasis OSS di Dinas Penamaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang terlampir dalam 
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Surat Keputusan Kepala DPMPSTPK Kabupaten Barru Nomor 

30/SK/DPMPTSPK/II/2020 yang memuat tentang dasar hukum, 

persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu 

penyelesaian, biaya tarif, sarana/prasarana, fasilitas, kompetensi 

pelaksana,pengawasan internal,penanganan pengaduan, jumlah 

pelaksana, jaminan pelayanan, keamanan dan evaluasi. Sehingga aspek 

konsensus dimana tujuan untuk memudahkan perizinan dan 

meningkatkan akses masyarakat ke Lembaga keuangan menjadi lebih 

mudah. 

Hasil penelitian mengungkapkan aspek struktur yang berkolaborasi 

di antara stakeholder dalam pengembangan Pelayanan Inovasi Publik 

dikuatkan melalui adanya perjanjian kerjasama dengan stakeholder 

sebagai dasar dibentuknya pelayanan publik Bantuka’ Boss,dengan acuan 

melalui aturan terbaru sistem pelayanan perizinan berusaha secara online 

dengan aplikasi Online Single Submission (OSS). Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan,salah satunya penelitian 

dari Febryan et al., 2016, hal. 3, dimana dijelaskan tentang pentingnya 

pelayanan teknologi informasi sebagai salah satu unsur utama dalam 

pelayanan perizinan terpadu.  

Oleh karena itu, hadirnya inovasi pelayanan publik ini dengan 

keterlibatan para stakeholder, menjadi dasar untuk memberikan 

kemudahan mekanisme perizinan kepada masyarakat. 

Hasil penelitian mengungkapkan aspek interaksi yang berkolaborasi 
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di antara stakeholder dalam pengembangan Pelayanan Inovasi Publik 

berfokus membangun pemahaman bersama dalam rangka membangun 

tujuan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss baik, dalam bentuk 

penyampaian informasi kepada seluruh stakeholder, maupun terhadap 

kendala pelaksanaan didalamnya terhadap sistem perizinan berbasis 

online tersebut. Dalam hal ini, pihak Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan peninjauan lapangan untuk 

melihat progress dan mendata daripada kinerja agen perizinan sehingga 

dapat menjadi evaluasi dalam inovasi ini. 

Hasil penelitian mengungkapkan aspek proses yang berkolaborasi 

di antara stakeholder dalam pengembangan Pelayanan Inovasi Publik 

Bantuka’ Boss,partisipasi stakeholder dalam kolaborasi pada inovasi ini, 

terutama oleh Agen perizinan, didukung oleh mitra LSM/Yayasan Adil 

Sejahtera dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan 

prosedur pelayanan OSS. Selain itu, aspek proses ini menitiberatkan 

kepada mobilisasi sumber daya yang dibangun melalui komitmen secara 

personal didukung oleh strategi yang komperensif oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru, sehingga inovasi ini 

dapat terus terlaksana. 

Hal ini sejalan dengan teori Harahap et al., 2022, hal. 497 

mengemukakan aspek Collaborative Governance adalah pentingnya 

implementasi kolaborasi, terutama dalam aspek konsensus bersama, 
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alasannya adalah gagasan bahwa sulit untuk mencapai tujuan jika hanya 

satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. 

 
2. Faktor Yang berpengaruh dalam Kolaborasi Pengembangan 

Inovasi Pelayanan Publik Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Barru 

Faktor yang berpengaruh kolaborasi dalam inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di 

Kabupaten Barru, saling berkaitan satu sama lainnya.  

Pada segi kesediaan berkompromi, belum terbentuk kesepakatan 

secara bersama-sama dalam legalitas surat perizinan berusaha online 

atau Nomor Induk Berusaha OSS sebagai syarat untuk pihak berbankan, 

sehingga masyarakat mendesak agen perizinan masih mentoleransi 

penerbitan Surat Keterangan Usaha dan belum ada penegasan dan 

pengawasan yang melekat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru. Sehingga segi komitmen, 

komunikasi antarstakeholder yang belum berjalan secara maksimal dalam 

rangka menguatkan kolaborasi terkait pelayanan perizinan berusaha 

online ini, terlebih pada sumber daya. 

Oleh karena itu, sikap saling percaya yang ada dalam stakeholders 

kolaborasi dalam pengembangan inovasi pelayanan publik Bantuka’ Boss 

menjadi kurang pengawasan yang masif baik tentang informasi dan 

regulasi daripada OSS ini, pembaruan agen perizinan yang belum 

berjalan baik pembaharuan perjanjian kerjasama, dan pengawasan yang 
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lebih aktif dilapangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas 

pelayanan OSS di Kabupaten Barru. 

Selanjutnya, dalam segi pertukaran informasi, dimana akses 

informasi yang ada dalam stakeholder kolaborasi masih kurangnya 

sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini disebabkan 

pada segi berbagi pengetahuan tentang kurangnya pemahaman dari 

masyarakat tentang penggunaan OSS ini, sehingga aspek berbagi 

pengetahuan terpenuhi dan butuh penanganan melalui perencanaan dan 

penguatan kolaborasi dari stakeholder 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh 

Afriyani et al., 2022, hal. 151 yaitu sistem OSS dikembangkan dalam 

rangka percepatan juga meningkatkan pelaksanaan berusaha dan 

penanaman modal, melalui pengingtegrasian layanan perizinan berusaha 

dengan media internet dalam rangka transformasi digital. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Aspek kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barru dilakukan dengan 

empat aspek, yaitu aspek konsensus dengan menjalin kolaborasi 

dengan stakeholder sehingga status perizinan menjadi meningkat; 

aspek struktur melalui penguatan perjanjian kerjasama dan mitra 

pendukung antar stakeholder; aspek interaksi dengan menjalin 

komunikasi dalam rangka membangun pemahaman bersama tentang 

pelayanan OSS, serta aspek proses melalui  mobilisasi sumber daya, 

sehingga inovasi ini dapat terus terlaksana. 

2. Faktor yang berpengaruh yang dihadapi oleh stakeholder dalam 

melaksanakan kolaborasi pengembangan inovasi pelayanan publik 

Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Kabupaten Barru yaitu dengan lima komponen, 

kesediaan berkompromi, komitmen, saling percaya, pertukaran 

informasi, dan berbagi pengetahuan. Belum adanya kesepakatan 

antar stakeholder terkait ketegasan tentang penerbitan Surat Izin 

Usaha, dimana komunikasi yang dibangun belum aktif, menyebabkan 

kurangnya pengawasan dan sosialisasi, sehingga belum secara 
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menyeluruh untuk menjadikan kemampuan masyarakat dalam lebih 

memahami penggunaan OSS tersebut. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan, maka 

peneliti memaparkan beberapa saran untuk menjadi masukan untuk 

menerapkan collaborative governance dalam pengembangan inovasi 

pelayanan publik Bantuka’ Boss pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barru yang partisipatif dan 

efektif, antara lain:  

1. Perlunya evaluasi, penguatan dan keterlibatan stakeholder secara 

mendalam, terutama kebijakan dalam penggunaan Surat Keterangan 

Usaha yang sekarang berubah menjadi Nomor Induk Berusaha, 

berdasarkan aturan yang berlaku. 

2. Peningkatan sistem pengawasan dan pendekatan yang persuasif oleh 

pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

untuk memonitor secara berkala, kondisi agen perizinan dan Lembaga 

perbankan secara langsung. 

3. Transparansi yang dibangun oleh setiap stakeholder dalam 

menjalankan pelaksanaan sistem perizinan berusaha untuk 

masyarakat pelaku usaha, agar proses dan regulasi berjalan efektif 

dan meningkatkan saling percaya antar seluruh stakeholder 
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